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KATA PENGANTAR
NOVEL BASWEDAN
(Eks-Penyidik KPK)

Korupsi menjadi penghambat kemajuan, menghalangi dan menghadang
tercapainya tujuan negara. Sudah sepatutnya korupsi merupakan musuh bagi
kemajuan dan peradaban. Korupsi merugikan kepentingan masyarakat, bangsa
dan negara. Bahkan pemerintah juga akan rugi, karena setiap upaya
pembangunan dan program-program yang dilakukan tidak akan tercapai
dengan banyaknya korupsi.

Tetapi faktanya justru korupsi semakin banyak, sedangkan upaya
pemberantasan korupsi justru semakin dihadang dan dilemahkan. Hal ini bisa
dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2019, yang dengan perubahan tersebut membuat KPK yang semakin
lemah.

Hal ini diperburuk dengan pemilihan Pimpinan KPK periode tahun 2019-
2023 yang diisi oleh orang - orang yang mempunyai catatan tidak baik bahkan
bermasalah. Padahal pertentangan dari kalangan masyarakat, akademisi dan
aktivis anti korupsi dilakukan dengan aksi yang besar bahkan hingga
menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut membuat banyak pihak yang
peduli pada kepentingan bangsa terutama terhadap isu korupsi menjadi
prihatin.

Di lain sisi, ada pihak-pihak yang sengaja membangun persepsi seolah
korupsi tidak banyak terjadi, dan kasus-kasus besar ditangani. Banyak
pemerhati yang memberikan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya, agar
masyarakat paham dan terus mau memberikan dukungan terhadap upaya
pemberantasan korupsi yang jujur, obyektif dan professional.

Membaca tulisan dalam buku ini yang berjudul Wajah Korupsi di Indonesia,
saya memberikan apresiasi yang tinggi. Penulis buku ini telah membantu
semua orang yang ingin memahami mengenai praktek korupsi yang terjadi di
Indonesia, dengan membuat cluster-cluster pembahasan yang apik, dan ulasan
yang aktual.

Semoga buku ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti dan pemerhati masalah
korupsi untuk mendalami dan “membawa keruang terang” setiap tata kelola
dan praktek korupsi yang terjadi. Dan semoga segala praktek korupsi yang



terjadi akan dibenahi atau dipebaiki sehingga kepentingan masyarakat tidak
semakin dirugikan.

Sekali lagi selamat, semoga buku ini membawa kemanfaatkan yang besar
bagi upaya pemberantasan korupsi.

Jakarta, 14 November 2022



KATA PENGANTAR

Rentang penulisan artikel dalam buku ini efektif dimulai tahun 2017 hingga
2022. Artikel-artikel dalam buku ini merupakan hasil dari kegiatan kompetisi
menulis hukum skala nasional di perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik,
jurnal terakreditasi, media massa terverifikasi Dewan Pers —atau setidaknya
memiliki editor dan berbadan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan—,
dan beberapa hasil diskusi sebagai narasumber dengan organisasi yang
memiliki pengaruh di dalam komunitasnya masing-masing. Hanya artikel
pembuka dan penutup yang khusus ditulis untuk buku ini.

Artikel-artikel dalam buku ini yang tertera dalam daftar isi, memiliki kode
yang menunjukan jenis tulisan. Misal, kode ‘kolom’ merupakan hasil tulisan di
media massa terverifikasi. Kode ‘artikel’ merupakan hasil tulisan di kegiatan
kompetisi menulis nasional. Kode ‘diskusi’ merupakan hasil tulisan sebagai
narasumber di organisasi yang berpengaruh. Kode ‘jurnal’ merupakan hasil
tulisan di jurnal ilmiah terakreditasi.

Dalam menulispun, saya selalu menempatkan referensi sebagai bahan
utama —dalam istilah lain ialah kajian literatur yang kuat—, dalam bahan-bahan
tersebut terdiri dari buku referensi atau studi, hasil penelitian, jurnal ilmiah,
berita dari media massa yang dapat dipertanggungjawabkan, kolom dari ahli di
bidangnya, disertai dengan pengalaman nyata atau penelitian langsung Penulis
di lapangan. Dengan begitu ke-ilmiah-an pun terjaga, didukung dengan data
dan argumentasi yang kuat. Artikel-artikel ini bisa dijadikan rujukan dalam
membentuk cara berpikir atau cara pandang, membuat kebijakan, membuat
keputusan atau putusan, dan menambah ilmu pengetahuan.

Dalam hal teknis kepenulisan, artikel ‘kolom’ dan ‘diskusi’ misalnya,
memiliki gaya selingkung enak dibaca perpaduan artikel ilmiah dan populer,
dengan gambaran pembaca merupakan masyarakat umum. Sedangkan artikel
‘jurnal’ dan ‘artikel’ sedikit lebih kaku, karena mengikuti gaya selingkung jurnal
ilmiah dan kompetisi ilmiah pada umumnya —akan tetapi sudah diedit untuk
bisa dibaca, misalnya dihapus tinjauan pusataka, rumusan masalah, dan hal-
hal teknis lainnya.

Artikel-artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, tentang KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi): yang membahas utuh keadaan KPK sejak
2017, di mana salah satu persoalannya yaitu penyidik independen dan penyidik
yang diimpor dari lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan
kejaksaan, yang di kemudian hari banyak membuat masalah. Misal yang
terbaru —walau tidak masuk artikel buku ini—, jual beli perkara dalam kasus



korupsi di Lampung. Selebihnya, membahas kisruh kelembagaan KPK pasca
revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Hingga kepada pelemahan KPK di
tahun-tahun berikutnya, seperti TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) di tahun
2021.

Kedua, tentang Lingkungan Hidup: salah satu objek yang sering sekali
dijadikan korupsi —dan juga objek yang berdampak pasca dikorupsi. Utamanya
adalah efek masalah pembangunan. Dalam rezim yang memiliki cetak biru
pembangunan —dibaca pembangunanisme— menempatkan pembangunan
infrastruktur dan proyek strategi nasional menjadi yang utama. Akibatnya,
beberapa diabaikan, salah satunya adalah dampak lingkungan hidup —dibaca
Amdal (Analisis Dampak Lingkungan)— dan dampak terhadap masyarakat
sekitar. Ini menjadi bersamalah ketika hal-hal yang seperti ini turut pula
dikorupsi, baik oleh pemerintah —yang membuat dan merancang kebijakan—
juga swasta -yang merupakan pengembang atau pengelola—untuk
mendapatkan keuntungan mengabaikan lingkungan hidup. Artikel ini ditulis
dalam rentang tahun 2019-2021 yang banyak terjadi kerusakan lingkungan dan
menguaknya isu oligarki dalam pemerintahan dan bisnis yang menjalankan
bisnis batu bara dan kelapa sawit.

Ketiga, tentang Dana Desa: korupsi di sektor ini merupakan salah satu
korupsi jenis terbaru, terhitung setelah pengesahan Undang-Undang Dana
Desa, di mana dana dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara)
langsung menuju ke kantung-kantung anggaran di desa seluruh Indonesia.
Jenisnya baru, pun juga pelaku, yaitu kepala desa dan beberapa pejabat di
sekitarnya. Objek nya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Dana Desa itu sendiri,
dan sebagainya. Sebabnya terkadang juga karena belum memiliki sistem
antikorupsi yang layak —maklum desa di seluruh Indonesia banyak yang
tertinggal. Tinggal bagaimana mendekteksinya, melihat sektor-sektor yang
rawan dikorupsi, menyelesaikan masalah yang ada, memperbaiki sumber daya
manusianya, dan mengoptimal dana desa tersebut.

Keempat, tentang Pemerintahan Daerah: pasca keruntuhan orde baru,
kekuasaan terdesentralisasi, pemilihan kepala daerah —baik gubenur ataupun
Wali Kota/Bupati—menjadi masalah baru. Korupsinya menjalar ke daerah-
daerah. KPK-pun sebelum dihabisi di tahun 2019, sering melakukan ‘geriliya’ di
daerah-daerah. Kepala daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya masing-
masing. Tak jarang menghasilkan ‘monarki’ atau dinasti atau kekuasaan
bersifat kekelurgaan 2 periode suami, berikutnya istri, berikutnya anak, dan
seterusnya. Alhasil, demokrasi yang terdesentralisasi belum benar-benar
berhasil, malah menunjukan begitu bobroknya korupsi di Indonesia.
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Kelima, tentang Bisnis: di sektor ini menjadi hal yang jarang dibahas,
padahal begitu penting, sebab ini merupaka ruh dari korupsi itu sendiri yaitung
meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya, yang terkadang ditutupi
dengan swasta atau perusahaan plat merah. Tak jarang juga, swasta yang nakal
memanfaatkan relasi kuasa dengan pemegang atau pembuat kebijakan,
bersekutu untuk saling menguntungkan. Selain itu, faktor adanya konflik
kepentingan di dalam perusahaan atau pemerintah tak jarang menjadi
penyebabnya. Hal itu berkelindan dengan lemahnya penegak hukum kita —
yang juga dikendalikan oleh swasta melalui suap.

Keenam, tentang Lembaga Peradilan: paling memuakkan, di mana
seharusnya mereka yang menjadi penjamin agar sistem pemerintahan dan
kehidupan bernegara tidak lagi dikorupsi, malah mereka juga yang turut
menjadi pemainnya. Hal itu tak jarang, menghasilkan ‘Putusan Diskon’ dan
mafia peradilan bahkan hingga ke penjara, apalagi setelah kepergian hakim
Altidjo Alkostar. Aneh memang, cara pandang yang positivistik adalah
penyebab dari naif para penegak hukum di Indonesia. Jika, mereka memiliki
cara pandang yang lebih luas, melihat keadaan sosiologis (keadaan masyarakat)
khususnya dampak dari korupsi, pasti memberikan sebuah perubahan besar.
Dua lembaga pengadilan tertinggi —Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung— keduanya seakan menunjukan bahwa mereka juga harus di awasi
setelah kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim di dua lembaga tersebut.

Ketujuh, tentang Kebijakan Politik: cetak biru kebijakan hukum atau politik
hukum pemerintahan Jokowi benar-benar diuji ketika ada pelemahan KPK di
tahun 2019 dan tahun-tahun sesudahnya. Jawabannya, pemerintah diam.
Mereka tidak berkutik ketika kejadian demi kejadian aneh menimpa KPK, mulai
dari cepatnya pengesahan legislasi revisi Undang-Undang KPK, TWK, dan
pelemahan melalui struktur KPK yang bermasalah. Akibatnya, dunia menyoroti,
khususnya Transparency International menghukumnya dengan skor Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) yang menurun.

Kedelapan, tentang Reformasi Birokrasi: kemauan pemerintah meringkas
birokrasi patut diacungi jempol, tapi tidak dengan pelaksanaannya. Banyak
lembaga negara khususnya di daerah tidak benar-benar menjalan Reformasi
Birokrasi. Alur yang jelimet (dibaca: ribet) dan cara pandang birokrasi yang
kolot (dibaca: tua) ditambah sumber daya manusia yang tidak berubah,
menjadi salah tiga dari banyaknya penyebab mengapa reformasi birokrasi tak
kunjung berjalan.

Kesembilan, tentang Korupsi Politik: adalah salah satu pembahasan yang
menarik, lanskap yang luas, dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat,
seperti Partai Politik —sebagai pemain utama dari kontestasi perpolitikan di
Indonesia—, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) —sebagai pembuat undang-
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undang yang dihasilkan juga dari partai politik—, KPU (Komisi Pemilihan Umum)
—yang juga dipilih berdasarkan lobby-lobby dengan anggota DPR—, Pemerintah
—yang menjalankan kebijakan, di mana pemangku nomor satu umumnya dari
partai politik—, dan juga perusahaan swasta atau kelompok bisnis —yang
mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang terkadang juga anggota Partai
Politik atau setidaknya dekat dengan anggota DPR atau Pemerintah karena
prefensi Partai Politik. Pun, objek nya bermacam-macam akibat dari korupsi
politik ini, bisa berupa cetak biru kebijakan ‘yang menguntungkan’, cetak biru
proyek-proyek ‘yang mahal’, hingga kepada aturan-aturan yang dapat
dikendalikan atau biasa disebut korupsi legislasi. Satu hal yang jelas ialah, ini
adalah kajian yang luas tentang korupsi, sehingga penyebab dan dampak yang
ditimbulkan juga luas.

Kesepuluh, tentang Pendidikan, Etika, dan Budaya: merupakan
pembahasan yang tak kalah penting, sebab jika diperas maka akan ada pada
budaya ‘kebiasaan buruk’ dari manusia yang menyebabkan terjadinya korupsi,
baik itu di pemerintahan, DPR, swasta, pemerintahan daerah, pemerintahan
desa, dan lainnya. Budaya yang buruk itu, hasil dari pendidikan antikorupsi kita
yang bermasalah, sebab juga dari pengalaman panjang sejarah tentang korupsi
itu sendiri. Juga sistem turun menurun yang tak kunjung dibenahi, akibat
manusianya.

Setelah membaca ini, perlu sekiranya ada tindakan yang jelas dan nyata —
jika perlu terukur terhadap permasalahan korupsi yang disusun, dirumuskan,
dan dikerjakan oleh masyarakat. Sebab, sudah muak rasanya kita melihat
kebobrokan yang ada. Atau jika anda sebagai pembuatan kebijakan, patutlah
menyadari diri, dan memberikan segenap usaha dan pikiran untuk menyusun
bagaimana aturan atau kebijakan untuk menghapus atau mengawasi nafsu
jahat para pencuri uang yang dikumpulkan dari rakyat, yang seharusnya
kembali kepada rakyat —khususnya yang membutuhkan dengan berbagai
strategi untuk menyejahterakan— yang dilakukan oleh pembuat kebijakan itu
sendiri (eksekutif), legislastif —-tempat anggaran digodok—, yudikatif —tempat
yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung agar uang tak lari kepada
pencuri berkerah ini—, hingga perusahaan plat merah atau swasta —sebagai
pelaksana proyek uang rakyat tersebut.

Adi Fauzanto

Bekasi, 2022
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PEMBUKA:
WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

kkk

“Korupsi muncul ketika manusia membentuk sebuah masyarakat yang
terstruktur melalui kesepakatan -yang lahir untuk mencegah adanya
kekacauan di masyarakat. Dia akan selalu ada sejak masyarakat ada, lalu
membentuk keteraturan. Di balik keteraturan itulah ada kecurangan dan
penyalahgunaan, ada yang dirugikan, dan sebaliknya, ada yang diuntungkan.
Keteraturan tersebut disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan
kewenangan dan legitimasi atau otoritas dari masyarakat tersetruktur tadi.
Dalam arti sempit, mereka mendapatkan keuntungan material —uang, barang,
kewenangan, kesempatan— dari kewenangan dan legitimasi yang diberikan
masyarakat terstruktur tadi dengan cara di luar kesepakatan hukum atau cara
yang melanggar hak orang lain atau hak yang memberikan kewenangan dan
legitimasi tersebut. Masalah lainnya muncul, kesepakatan hukum vyang
mengatur kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dan legitimasi
tersebut di otak-atik oleh mereka yang membuatnya —yang juga memiliki
kewenangan dan legitimasi. Mereka jugalah yang nantinya mendapatkan
ganjaran: sanksi hukum yang ditetapkan masyarakat, sanksi sosial yang hidup
di masyarakat, sanksi ekonomi berupa hilangnya kepercayaan dari hukum
permintaan-penawaran, sanksi sejarah yang akan mencatat mereka untuk
diingat dan diulang kembali menjadi cerita masyarakat. Dampak luasnya,
sebuah kemerosotan ekonomi, sosial, moral, kepercayaan masyarakat yang
terstruktur tadi, tak jarang menciptakan masyarakat terstruktur lainnya. Di luar
masyarakat itu, lingkungan alam dan seisinya yang terdegradasi misalnya. Oleh
karena itu, pencegahan dan pemberantasan kecurangan dan penyalahgunaan
oleh yang memiliki kewenangan dan legitimasi dengan tujuan mendapatkan
keuntungan material menjadi barang mahal untuk masyarakat terstruktur tadi
—terlebih mereka yang diberikan kewenangan dan legitimasi— tujuannya
untuk menjamin hak-hak masyarakat terstruktur tadi yang juga memberikan
kewenangan dan legitimasi serta mencegah kemorosotan di berbagai sudut
dengan tujuan besarnya mencegah sebuah kekacauan di masyarakat dan
terciptanya masyarakat terstruktur baru.”

k k%

Wajah korupsi di Indonesia. Untuk melihatnya dari dekat, ada berbagai
cara. Tetapi, yang paling menyeluruh, jelas bukan hanya menggunakan satu
‘kacamata’ atau satu jenis ilmu atau satu jenis aliran dalam ilmu tersebut.



Untuk melihat wajah korupsi di Indonesia dengan jelas, harus menggunakan
pendekatan interdispliner atau berbagai bidang keilmuan. Begitu juga dengan
memberantasnya, ia harus melibatkan banyak cara pandang dan disiplin ilmu.
Amin Abdullah (dalam Saifuddin, 2015) menjelaskan multidisplin ilmu atau
multidispliner saling membutuhkan, saling koreksi, saling mengisi, dan saling
berhubungan antara disiplin ilmu akan dapat membantu manusia memahami
kompleksitas kehidupan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Akan tetapi sebelum melihat, membaca, dan mempelajari cara pandang
dari berbagai sudut untuk melihat wajah korupsi di Indonesia. Baiknya
memberikan gambaran kondisi korupsi di Indonesia. Mulai dari: data. Data
statistik sederhana yang akan diberikan nanti, jelas tidak menggambarkan
kondisi utuh tentang korupsi di Indonesia, untuk menggambarkan lebih detail
atau mendalam harus mengeja satu per satu diperlukan penjelasan lebih lanjut.
Akan tetapi, bukan di situ intinya, baik data sederhana atau gambaran detail
harus dilihat dari cara pandang yang bisa memberikan gambaran utuh dari
berbagai sudut terkait antikorupsi.

Setelah mengetahui data sederhana terkait kondisi korupsi di Indonesia,
akan dijelaskan bagaimana pendekatan multidispliner untuk melihat wajah
korupsi di Indonesia. Misalnya, dari sudut pandang hukum yang memiliki
interdispliner —atau antara disiplin dalam ilmu yang sama—, yaitu hukum
progresif (sosio-legal atau menggunakan pendekatan sosial dalam hukum)
yang lalu menghasilkan politik hukum atau kebijakan hukum, korupsi politik,
sistem hukum —struktur, kultur, substansi— dan hukum positivistik yang
menghasilkan pendekatan undang-undang.

Lainnya, teori politik. Terdapat teori oligarki —kekuasaan dikendalikan
beberapa orang untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan
material atau kekayaan—, teori relasi kuasa aktor, di mana aktor —kelompok
atau individu— yang memiliki kuasa lebih —secara modal, legitimasi,
kewenangan— menindas atau memiliki kuasa kepada kelompok atau individu
sebaliknya, asas umum pemerintahan yang baik atau dikenal good government.
Lalu pendekatan ilmu budaya, yang dihasilkan dari pendidikan institusional dan
kultural dan perubahan atau transformasi di masyarakat.

A. KONDISI KORUPSI DI INDONESIA

Jika melihat lanskap sejarah politik pemerintah pasca reformasi, dari
situlah ‘kondisi’ korupsi benar-benar terbuka, karena sebelumnya di bawa
rezim pemerintahan Soeharto yang tertutup dan tidak ada lembaga khusus
antikorupsi, kondisi tersebut diperparah dengan legislatif yang dikendalikan
oleh Soeharto melalui 3 partai dan eksekutif yang patuh serta lingkaran bisnis
di sekitar pemerintahan merupakan keluarganya.
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Setelah reformasi dan amandemen konstitusi atau undang-undang
tertinggi negara Indonesia (Amandemen atau perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945), dengan sistem pemerintahan
terdesentralisasi —pembagian kekuasaan di daerah-daerah—, saluran politik
berupa partai politik yang kembali dibebaskan —tidak hanya 3 partai— dan
kebebasan pers untuk bersuara mengawasi pemerintah, dan melahirkan
berbagai lembaga independen negara yang mengawal proses demokrasi dan
antikorupsi—seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan masih
banyak lagi.

Hal tersebut setidaknya membentuk setidak beberapa prinsip dalam awal-
awal reformasi: Pertama, transparansi dalam sistem pemerintah yang berefek
kepada pengawasan baik dari masyarakat atau dari penegak hukum; Kedua,
akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah yang dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme yang dibentuk melalui peradilan; Ketiga, partisipasi dalam
setiap gerak-gerik pemerintah oleh masyarakat dari awal hingga implementasi
atau evaluasi kebijakan publik tersebut melalui peran organisasi masyarakat,
partai politik, hingga pers dengan syarat kebebasan atau kemerdekaan
berpendapat dan bersuara.

Jadi, ada keterhubungan antara berjalannya demokrasi substansial baik
dalam pemerintahan ataupun masyarakat dan terkuaknya kasus-kasus korupsi
yang berkelindan dengan kekuasaan. Begitu juga sebalik buruknya demokrasi,
menipisnya harapan pemberantasan korupsi.

Jika dilihat angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2009-2010 dengan 3 aspek (1)
Kebebasan Sipil, (2) Hak-Hak Politik, (3) Lembaga Demokrasi. Di antara 3 aspek
tersebut terdapat 11 variabel yang di dalamnya terdapat 28 Indikator.

11 variabel yang berhubungan dengan korupsi, di antaranya, (1)
Kebebasan berpendapat, (2) Hak memilih atau dipilih, (3) Partisipasi politik
dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, (4) Pemilu yang bebas dan
adil, (5) Peran DPRD, (6) Peran partai politik, (7) Peran birokrasi pemerintahan
daerah, (8) Peran peradilan yang independen.

Dari indikator-indikator tersebut, yang berhubungan dengan korupsi, ialah (1)
Ancaman/penggunaan kekerasan aparat yang menghambat kebebasan
berpendapat, (2) Ancaman/pengunaan kekerasan dari masyarakat yang
menghambat kebebasan berpendapat, (3) Hak memilih atau dipilih, (4)
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, (5)
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu, (6) Kecurangan dalam
penghitungan suara, (6) Kaderisasi atau pendidikan politik anggota yang
dilakukan partai politik, (7) Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang
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dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, (8) Laporan/berita pemanfaatan
fasilitas negara untuk kepentingan calon/partai politik dalam Pemilu —di luar
28 variabel—, (9) Upaya penyediaan informasi

Variabel 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kebebhasan

83,97 | 7035 | 64,96 | 61,86 | 69,15 | 67,51 | 6221 | 72,17 | 65.97 | 6617 | 64,29 | 56,06
Berpendapat

Hak Memilih
dan Dipilih
Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan

50,05 | 49,98 | 5011 | 5026 | 50,31 | 7576 | 7526 | 7526 | 7

A
[
a

7577 | 7927 | 79,41

55,16 | 4832 (4597 | 44,52 | 4561 | 5028 | 6059 | 6124 | 56,16 | 5428 | 56,72 | 54,00

t

dan

Pengawasan

Pemilu yang
Bebas dan | 8767 | E767 | B767 | B7,67 | B7,67 | 9536 | 9548 | 9548 | 9548 | 9548 | B373 | B3T3
Adil

Peran DPRD | 3805 | 4289 | 4739 | 3533 | 3662 | 3098 | 4290 [ 4676 | 5978 | 5892 | 61,74 | 6454
Peran Partai
Politik

19.2% | 2337 | 64,65 | 6952 | 35,51 | 61,71 | 39.0% | 32,29 | 7164 | BZ10 | BO,62 | 73,66

Peran

Birokrasi
88,38 | B5.58 | 88,58 | 88,58 | 88,38 | 9938 | 5311 47,51 | 5626 | 3574 | 6238 [ 972

Pemerintah

Daerah

Peran

Peradilan
90,53 | 90,00 | 197 | B242 | 83,94 | 8620 | 9228 | 9136 | 86,31 | 90,72 | 93,66 | 90,17
yang

Independen

Sumber: BPS

APBD oleh Pemerintah Daerah, (10) Laporan/berita keterlibatan ASN
dalam kegiatan partai politik dalam Pemilu —di luar 28 variabel—, (11) Putusan
Hakim yang kontroversial, (12) Penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh Jaksa atau Polisi.

Berikut data Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan BPS yang masih
berhubungan dengan pemberantasan korupsi.
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Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2021

—&— |ndeks Demokrasi Peringkat (dari 167 negara)

55 5 QA9 49 48 52

60 60
g 65 64 64

5 6,95 7,03 6,97

6,76 638 6,71
6,53 6,53 639 639 648 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Keterangan: Indeks demokrasi ditentukan berdasarkan lima variabel, yakni penyelenggaraan
pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.
Indeks berada pada rentang 0-10. Semakin besar skor indeks, maka semakin baik.

Sumber: Kompas

Sedangkan menurut Laporan The Economics Intelligence Unit (EIU) yang
memiliki indikator, (1) Keberfungsian Pemerintah, (2) Kebebasan Sipil, (3)
Partisipasi Politik, (4) Pemilu dan Keberagaman, (5) Budaya Politik. Indonesia
sendiri, dalam kurun waktu 2010 hingga 2021, mengalami penurunan yang
signifikan —dan tidak kunjung membaik— di tahun 2017 hingga 2020. Dari data
tersebut, terlihat jelas dinamika kondisi krisis demokrasi di Indonesia rentang
waktu tersebut. Dalam hal korupsi misalnya, tahun 2017 adalah tahun dimulai
nya geriliya KPK di daerah-daerah Indonesia, dengan melakukan OTT, di
rentang tahun itu juga, pelemahan KPK terjadi di tahun 2019, dan banyak
peristiwa politik yang mengejutkan setelahnya, di satu sisi mengajarkan juga
bagaimana masyarakat bersuara —atau Pers— dalam hal pemberantasan
korupsi.

Pasca-reformasi, dampaknya seperti kisah membuka ‘kotak pandora’ —
membuka kotak yang berisi iblis. Mulai dari anak presiden yang dibawa ke jalur
hukum, bobroknya partai penguasa ketika itu, kongkalikong legislatif dengan
segala kewenangannya, beberapa mafia dalam sistem perbankan, serta
buruknya lembaga peradilan —baik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
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Agung. Hal tersebut, memang terkesan negatif. Akan tetapi, begitulah
kenyataannya.

Data KPK menunjukan pelaku korupsi atau koruptor dari 2004-2018 paling
banyak dari sektor legislatif (DPR/DPRD) sebanyak 247 orang, eksekutif
(kementerian  lembaga/eselson/pemerintahan  daerah  provinsi/kota/
kabupaten) sebanyak 346 orang, yudikatif atau penegak hukum (hakim/
pengacara/jaksa/polisi) sebanyak 42 orang. Sedangkan data terbaru yang
dihimpun hingga 2020 (Wawan, 2021) koruptor dari legislatif 274 orang,
sedangkan Gubenur, Wali Kota, Bupati sebanyak 143 orang. Berikut data
lengkapnya hingga tahun 2018.

Data Koruptor 2004-2018
ACCH KPK

B Jumlah

Jumlah Koruptor

Profesi

Sumber: Kompas

Dalam skala yang lebih luas, Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh
Transparency International dengan data yang dikumpulkan dari berbagai
lembaga riset dari tiga sektor (1) Sektor Ekonomi, Investasi, dan Kemudahan
Berusaha, (2) Sektor Penegakan Hukum, (3) Sektor Politik dan Demokrasi.

Sedangkan Persepsi tersebut dihimpun dari lembaga riset di antaranya (1)
Executive Opinion Survey - World Economic Forum, (2) Political Risk Service —
International Country Risk Guide, (3) Institute for Management Development —
World Competitiveness Yearbook, (4) Global Insight Country Risk Ratings, (5)
Bertelsmann Foundation Transform Index, (6) Economic Intelligence Unit
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Country Ratings, (7) Political and Economic Risk Consultancy — Asia Risk Guide,
(8) Varieties of Democracy, (9) World Justice Project — Rule of Law Index.

Data terbaru, Indonesia di tahun 2021 mendapatkan skor 38 meningkat 1
dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020 mendapatkan skor 37 —yang
menurun 3 point semenjak reformasi dimulai.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

| Sumber: Transparency International |

Dari data statistik tersebut setidaknya mengetahui indikator atau variabel
dalam menilai demokrasi yang berintegritas dan juga dalam pemberantasan
dan pencegahan korupsi. Indikator dan variabel tersebut dilihat dari yang
bermasalah dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jika indikator dan variabel
tersebut membaik, bukan tidak mungkin membaiknya juga wajah korupsi di
Indonesia.

B. MELIHAT DARI BERBAGAI CARA PANDANG

Dari melihat kondisi wajah korupsi di Indonesia, barulah merasuk lebih
dalam lagi —karena sebelumnya praktis hanya statistik atau angka—,
bagaimana menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu atau
multidispliner. Diperlukan cara melihat dari sudutpandang drone view atau
helicopter view, saya akan menggambarkan tiga hal terkait ilmu atau
pendekatan hukum; ilmu atau pendekatan politik; dan ilmu atau pendekatan
budaya.

k k%

Pertama, terkait hukum. Umumnya pembahasan mengenai hukum hanya
berdasarkan undang-undang, atau biasa dikenal dengan positivistik ala Hans
Kelsen dengan teori perundang-undangannya. Agak naif memang, ketika
melihat di balik pembentukan undang-undang ada proses politik tawar-
menawar. Jika ditilik Undang-undang penganut positivistik bersumber dari nilai
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dan asas. Pencarian nilai dan asas tersebut lagi-lagi memerlukan kondisi
sosiologis dalam satu masyarakat. Jadi saya pun sedikit mempertanyakan
pembentukan undang-undang di luar melindungi hak asasi manusia, seperti
negera, ekonomi, dan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum positif ini tidak bisa
ditelan bulat-bulat, dia harus diperiksa sedari awal, mulai dari cita atau ide
hukum awalnya, lalu perumusan hingga pembahasan, pengesahan, dan
pengundangannya hingga kepada penerapannya. Hukum positif begitu sangat
berpengaruh dalam pemberantasan korupsi, misalnya perubahan Undang-
Undang KPK tahun 2019 dan beberapa undang-undang setelahnya, yang
banyak menabrak prinsip dan asas pembentukan undang-undang, seperti
partisipatif, keterbukaan, dan melibatkan ahli serta pihak atau lembaga yang
terlibat.

Berangkat dari pendekatan hukum positivistik tersebut. Satjipto Rahardjo
mengembangkan antitesis dengan hukum progresifnya. Hukum bukan melulu
kata-kata hitam di atas putih dalam arti peraturan, hukum lebih dari itu, hukum
membawa semangat dan bermakna dalam daripada peraturan hitam di atas
putih tersebut (Ufran dalam Satijpto, 2009). Dengan tujuan berusaha
membongkar, membedah, menggeledah, dan menyikap tabir hukum
intrumentalis tersebut —hukum positivistik— dengan semangat pembebasan
berdasarkan kemanusiaan. Menjawab pertanyaan bagaimana hukum bisa
melindungi rakyat menuju ideal dari tujuan hukum tersebut, mengkoreksi
status-quo (Satjipto, 2009).

Maka dikenal dengan “hukum ada untuk manusia.” Sehingga
menempatkan hukum semata-mata mendahului manusia, bukan sebalikya,
manusia untuk hukum, itulah asusmsi dasarnya menurut Satjipto Rahardjo
(2009).

Jika melihat kondisi korupsi di Indonesia, jika pendekatan progresif
diterapkan, salah satunya ialah memberatkan pencabutan hak politik kepada
terdakwa korupsi. Lainnya, menambah berat hukuman terdakwa korupsi, baik
ditingkat pertama hingga kasasi.

Dalam hal masyarakat (kondisi sosiologis), putusan pengadilan ataupun
kebijakan hukum pemerintah seringkali tidak menjadi inspirasi yang berarti
untuk membangun nilai antikorupsi di masyarakat. Ke depan, keduanya —
putusan pengadilan dan kebijakan hukum pemerintah— harus dipikir matang-
matang yang dapat membangun gerakan, inisiatif, dan inspirasi untuk
antikorupsi.

Membangun pendekatan hukum progresif tidak mudah, apalagi
menerapkannya. Mula-mula memang merperkenalkannya melalui pendidikan
hukum progresif tersebut, bahwa ada pendekatan seperti ini untuk pendidikan
hukum secara umum. Lalu, ketika pendekatan hukum progresif dikenal baik
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oleh praktisi dan akademisi hukum, ketika itu baru bisa diterapkan, terlebih
tuntutan masyarakat akan keadilan begitu tinggi karena kebebasan
berpendapat dan kondisi pers yang berkualitas, keduanya dibutuhkan sebagai
prasyarat untuk menyuarakkan kebenaran di masyarakat, dan hukum progresif
sebagai langkah terakhir —baik dalam pembentukan kebijakan publik,
peraturan, hingga putusan pengadilan.

Dari cara pandang progresifitas tersebut —yang berusaha membebaskan
pendekatan positivistik atau undang-undang— menghasilkan cara pandang
politik hukum, di mana melihat hukum dihasilkan dari produk politik yang
berkuasa atau memiliki otoritas. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di
Indonesia (2018) merupakan cetak biru atau blueprint kebijakan hukum oleh
pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Hal tersebut memberikan alternatif melihat sisi, bahwa hukum adalah
produk politik. Sehingga ada banyak kemungkinan dalam proses pembentukan,
pengesahan hingga penerapan —mulai dari cita awal ide peraturan,
kesepakatan politik, tujuan politik, hingga kepada intrik tawar menawar di
dalamnya. Dalam putusan pengadilan atau kebijakan hukum publik, sudah
menjadi rahasia umum, bahwa dalam putusan pengadilan ada berbagai cara
hakim menafsir dan ‘latar belakang’ pendidikan, kedekatan, hingga jejak-jejak
perilaku hakim tersebut. Atau kebijakan hukum publik dipastikan ada tawar
menawar ketika kebijakan hukum publik dirumuskan dan digodok untuk
disahkan. Hal-hal tersebut yang perlu dibongkar, seringkali ada praktik koruptif
di dalamnya, yang menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang
terhadap kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada intinya, tanpa cara pandang
politik hukum kemungkinan kecil bisa menelisik seluk beluk di balik hukum
positif.

Salah satunya penerapannya dalam kasus korupsi politik. Korupsi politik
merupakan sebuah kejahatan besar korupsi yang melibatkan kekuasaan politik
sebagai kendaraan meraup keuntungan material dengan curang. Menurut
Altidjo Alkostar (2015), korupsi politik merupakan spesies dari genus korupsi
umum, akan tetapi korupsi politik merupakan top hat crime yaitu korupsi yang
dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi.

Selain itu, cara pandang di luar positivistik dapat memhamai sistem hukum
bekerja yang digagas oleh Lawrence (dalam Jimly, 1988), di mana terdapat
peraturan (substansi) bagaimana hukum tersebut tertulis —apa yang diatur
dalam peraturan tersebut—, budaya hukum (kultur) bagaimana budaya sehari-
hari hukum tersebut berjalan di masyarakat atau bagaimana penerapan hukum
tersebut —apakah sesuai dengan yang tertulis atau memiliki hukum ‘adat’
sendiri dalam masyaraat—, dan lembaga hukum (struktur) di mana lembaga
atau institusi yang mengatur, membuat, dan memutuskan hukum tersebut
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baik itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif hingga kepada lembaga independen,
hal ini berlaku dari lingkup atas hingga ke akar rumput di masyarakat.

Hal tersebut pada intinya dimungkinkan karena melihat hukum dari
sudutpandang bagaimana hukum bekerja —mulai dari pembentukan hingga
penerapannya di masyarakat.

%k ok

Lainnya dalam ilmu politik (ekonomi-politik), yang masih berkaitan juga
dengan pembahasan sebelumnya. Tentu ini menjadi ‘pembahasan’ dengan
cakupan yang luas. llmu yang berkaitan dengan kekuasaan, otoritas,
kewenangan, baik cara mendapatkan atau mempertahankannya dalam lingkup
negara hingga lingkup kecil di masyarakat.

Dalam hal korupsi, cara penguasa mengelola pengaruh hingga sumber
dayanya tercermin dalam kebijakan publik melalui peraturan —menyangkut
khalayak umum— dan keputusan —-menyangkut individu atau khusus lembaga
atau institusi. Ketika penguasa dikendalikan oleh beberapa orang yang
memiliki pengaruh —baik itu karena pengaruhnya kuat atau karena pengaruh
modal kekayaan atau kepemilikan yang dapat memerintah— lalu membuat
kebijakan politik untuk mencari sumber daya kekayaan milik negara atau
umum —dengan mengendalikannya melalui perusahaan atau orang-orangnya
bahkan keluarganya— lalu mempertahankan kekayaan tersebut, tak jarang
caranya dilakukan dengan menabrak segala ketentuan dan pihak-pihak lain
dengan cara tidak sehat, maka itu disebut oligarki. Menurut Jeffrey Winters
(2011) oligarki dipahami secara spesifik sebagai politik yang dijalankan oleh
kalangan kaya, vyakni sang oligark (subjek), dengan tujuan untuk
mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui kekuasaan negara.
Dari pengertian yang dijelaskan oleh Jeffery Winter menekankan kepada
subjek sang oligark dan tujuannya yaitu mencari dan mempertahankan
kekayaan melalui kekuasaan negara. Untuk mengeditifikasi kekuasaan oligark,
Jeffy Winter membedakannya denga kekuasaan yang dipimpin oleh elite —yang
sama-sama dipimpin oleh segelintir orang berpengaruh terhadap kekuasaan.
Setidaknya ada 5 identifikasi antara oligark dan elite setidaknya dengan 5
sumber utama, (1) kekuasaan berdasarkan hak politik, (2) kekuasaan berdasar
posisi resmi, (3) kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir
(5) kekuasaan material. Perbedaan antara elite dan oligark hanya pada nomor
5, yaitu kekuasaan material. Hal tersebut berpotensi menyebabkan korupsi
kekuasaan antara yang memiliki otoritas dan perusahaan atau korporat yang
saling menguntungkan —apalagi perusahaan tersebut merupakan perusahaan
yang dimiliki oleh oligark tersebut.
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Hal tersebut berhubungan dengan teori relasi kuasa aktor, di antara
kelompok atau individu yang memiliki kuasa atas kelompok atau individu yang
lebih lemah atas kuasanya. Dalam hal sumber daya alam atau lingkungan hidup
—sebagai objek yang seringkali dimanfaatkan untuk meraup keuntungan
material— menurut Bryant dan Bailey dalam bukunya Third World Political
Ecology (dalam Eva, 2018) relasi kuasa dapat terjadi dalam bentuk konflik,
kerjasama, dan perlawanan dalam memperoleh manfaat sumber daya alam
atau lingkungan hidup. Selain hal tersebut, ditambah faktor modal dan peran
aktor tersebut. Sehingga terlihat aktor yang memiliki kekuasaan lebih dapat
mempengaruhi  aktor lain  dalam  mengontrol, mempertahankan,
memanfaatkan sumber daya alam. Hal tersebut tentu menjadi ancaman jika
yang memiliki otoritas dan yang memiliki modal material memanfaatkan
kuasanya atas sumber daya alam atau objek lainnya, di sinilah potensi korupsi
atas objek yang dijadikan sumber kekayaan material yang memiliki otoritas
atau yang memiliki modal lebih atas kelompok yang tidak memiliki otoritas dan
modal lebih tadi. Bisa berupa, penggelapan pajak atas keuntungan yang besar
atas sumber daya alam atau lingkungan hidup tersebut. Atau meraup konsensi
lebih luas atas hubungan relasi dengan pembuat kebijakan publik —tentu
dengan menyuap atau janji-janji lainnya.

Dari banyak hal yang berkaitan dengan pemerintah yang memiliki otoritas,
setidaknya menuntut yang berkuasa atau pemerintah menjalankan prinsip
atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau good governance untuk
mencegah terjadinya korupsi di pembahasan sebelumnya. Seperti transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif dalam setiap perumusan, pengambilan,
penerapan, hingga pertanggungjawaban dalam setiap peraturan, kebijakan
publik, keputusan, putusan hingga penegakan hukum. Menjadi penting untuk
mencegah terjadinya korupsi dalam sektor publik, setidaknya memastikan
aksesibilitas masyarakat terhadap kekuasaan. Meski asas ini dapat saja diatur
sedemikian rupa untuk kejahatan luar biasa.

kK

Lainnya ialah budaya. Pengalaman panjang masyarakat Indonesia, bahkan
pra-Indonesia, menghadapi kekuasaan, membentuk keseharian vyang
diturunkan, tentu ada banyak pengaruh mulai dari karya seni, karya tulis,
karya-karya yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Salah satu yang
tersisa adalah feodalisme —budaya kerajaan— dalam kekuasaan, memicu
tindakan koruptif, hal tersebut juga mengakar dimasyarakat, membedakan di
mana milik publik dan di mana yang pribadi, membedakan di mana ranah
publik dan di mana ranah kekeluargaan. Tentu diperlukan transformasi budaya,
untuk mengubah kultur tersebut. Tujuannya ialah menciptakan kesetaran,
yang dalam hal ini menjadi esensi dari demokrasi, akan tetapi menjadi ‘pseudo

Pembuka: Wajah Korupsi di Indonesia | 11



demokrasi’ akhir-akhir ini karena faktor-faktor budaya yang diturunkan.
Membentuk sikap atau etika publik —khususnya jabatan yang berkaitan dengan
publik— yang tidak koruptif, menghasilkan kebijakan publik, peraturan,
keputusan, hingga putusan yang tidak koruptif —karena kekeluargaan, karena
senioritas, favoritisme, dan hadiah-hadiah yang mempengaruhi.

C. WAIJAH KORUPSI DI INDONESIA

Dengan melihat data statistik dan beberapa pendekatan ilmu untuk
memberantas dan mencegah korupsi. Hal tersebut membuat -—atau
setidaknya— lapis-lapis korupsi terlihat dari berbagai sisi —hukum, ekonomi-
politik, dan budaya. Tujuannya tentu membentuk sebuah nilai antikorupsi,
dalam pencegahan, pengawasan dan penegakannya melalui peraturan hukum,
serta membentuk sistem dan kebijakan publik melalui sistem politik, serta
membangun kebiasaan antikorupsi dari bawah hingga atas —dan sebaliknya—
secara turun temurun atau terus menerus melalui pendekatan budaya.

Dengan begitu, ke depan korupsi di Indonesia bisa diberantas —bukan
hanya dari penegak hukum— tetapi dari berbagai pihak, pembuatan kebijakan
publik yang memahami konsep pencegahan, check and balances, dan prinsip-
prinsip good goverment atau setidaknya memiliki cita antikorupsi dalam setiap
lika-liku sebagai pejabat publik. Begitupun budayawan, yang memiliki
pengaruh ke banyak orang melalui seni dan karyanya, dapat membentuk nilai
universal —yang juga diterapkan dalam kehidupa sehari-hari— dan disebarkan
kepada orang-orang terdekatnya tentang antikorupsi. Dan tentu penegak
hukum itu sendiri, yang sudah wajib membangun integritas antikorupsi
(memberikan contoh) dan melakukan penegakan hukum untuk memberantas
dan mencegah korupsi itu sendiri, bukan malah sebaliknya.
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BAGIAN PERTAMA

KPK



PUNCAK KPK DALAM BELENGGU POLRI

(Disampaikan pada diskusi Pucukmera.id dengan Indonesia Corruption Watch,
9 Mei 2020, diterbitkan Duta Masyarakat, 12 Juni 2020)

“Tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa dipanggil KPK, menjadi
lembaga yang disorot dalam setiap periode rezim pemerintahan pasca
reformasi, karena berhadapan langsung dengan korupsi sebagai kejahatan luar
biasa atau extra ordinary crime.

Sebelum KPK lahir, sejarah politik hukum pemberantasan korupsi juga
menghadirkan dinamika pembentukan lembaga khusus antikorupsi. Setiap
rezim pemerintahan, mulai dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru,
hingga reformasi memiliki rekam sejarah pembentukan dan penghancuran
kelembagaan antikorupsi.

Menurut buku Jangan Bunuh KPK (2016) yang ditulis oleh Denny Indrayana,
setidaknya terdapat 5 lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde lama,
4 lembaga antikorupsi yang dibentuk pada era orde baru, dan 2 lembaga yang
dibentuk pada era reformasi hingga mengantarkan pada KPK yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga menjadi kuat
berdasarkan aspek yuridis.

Hidup mati lembaga pemberantasan korupsi tersebut menurut Denny
Indrayana (2016) bergantung kepada 4 (empat) hal: Pertama, dilemahkan
dengan membentuk badan baru yang melemahkan lembaga antikorupsi lama
yang telah ada; Kedua, secara resmi lembaga tersebut dibubarkan; Ketiga,
Tidak ada pembubaran resmi, namun berjalannya waktu lembaga tersebut
tidak diberikan peran dan akhirnya menghilang ditelan zaman; Keempat,
Dilemahkan dengan pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga tersebut.

Melihat 4 (empat) pola yang digagas terkait hidup mati lembaga
antikorupsi oleh Denny Indrayana dengan melihat realitas empiris yang ada
yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019.

Dihubungkan dengan teori Lawrence Friedman, terkait struktur, substansi,
dan kultur (Slamet, 2012). Lawrence mengatakan berhasil atau tidaknya
penegakan hukum bergantung pada ketiga hal tersebut. Substansi berarti
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, baik
living law dan books law. Struktur berarti sistem struktural atau kelembagaan
yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan kultur diartikan suasana atau kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
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Dari hal tersebut, antara Keempat pola hidup matinya lembaga antikorupsi
oleh Denny Indrayana, dan teori Lawrence Friedman. Penulis ingin lebih
mengerucutkan bingkai (frame) bagaimana hidup matinya KPK di tangan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dihubungkan dengan isu kontemporer.

A. SEJARAH PANJANG HIDUP MATI KPK DAN KUASA POLRI

Pembahasan hidup mati KPK dan kuasa Polri, dimulai dengan mengutip
istilah Corruptor fight back, menurut Labib Muttaqin dan Edy Susanto (2018)
merupakan serangan yang dilakukan oleh koruptor atau pihak-pihak yang anti
pemberantasan korupsi terhadap pihak atau lembaga yang melakukan
pemberantasan korupsi.

Pihak-pihak tersebut, menurut Denny Indrayana (2016), jika melihat KPK
yang memiliki amanat memberantas korupsi terhadap pejabat publik dan
penegak hukum, maka pemberantasan korupsi dari sisi penegak hukum masih
sedikit dibanding pejabat publik.

Ditambah menurut Denny (2016), terjadi ketika KPK berusaha
mengungkap kasus korupsi yang diduga terkait Polri, dan terbukti setiap ada
dugaan korupsi oleh petinggi Polri, maka KPK akan mengalami krisis
kelembagaan, dengan bentuk penyerangan terhadap struktur pimpinan atau
pegawai KPK.

Seperti kasus Cicak vs Buaya | berkaitan dengan Susno Duadji, dan
korbannya Chandra M. Hamzah serta Bibid Waluyo Pimpinan KPK. Selanjutnya
kasus Cicak vs Buaya Il berkaitan Djoko Susilo, dan korbannya ialah penyidik
Novel Baswedan. Cicak vs Buaya Il verkaitan dengan Budi Gunawan,
korbannya ialah pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjajanto, dan
Zulkarnaen (DW, 2015).

Belajar dari kasus tersebut, untuk apa bersusah payah melawan struktural
pimpinan KPK, kalau bisa mendudukinya, ide tersebut terlaksana pada sejarah
berikutnya, sejarah Reformasi Dikorupsi.

B. SEJARAH REFORMASI DIKORUPSI

Terdapat fenomena yang mengejutkan di akhir tahun 2019, di mana
cepatnya proses revisi UU KPK. Revisi tersebut alih-alih menguatkan, tapi pada
kenyataannya justru berbalik.

Pelakunya mulai dari Presiden (Eksekutif), DPR (Legislatif), dan teman-
temannya. Terlibat juga Polri yang mengirimkan kadernya Firli Bahuri, yang
merupakan polisi aktif. Dalam hal ini saya akan sampaikan terkait Artikel yang
pernah disampaikan dalam diskusi yang pernah saya isi (Adi, 2019).
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Fenomena Reformasi Dikorupsi kita hubungkan dengan teori Lawrence
Friedman. Secara teori tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu struktur (lembaga
KPK), substansi (produk hukum yang mengatur KPK), kultur (budaya
pemberantasan korupsi).

Mudah sekali untuk memberhangus KPK, dengan melumpuhkan ketiga hal
tersebut sudah cukup. Mari kita ambil contoh, Capim (Calon Pimpinan) KPK
yang sudah menjadi Ketua KPK merupakan ‘kuda troya’ dari lembaga kepolisian
cukup untuk meruntuhkan struktur KPK. Contoh lagi, revisi UU KPK yang sudah
disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi pertanda untuk meruntuhkan
substansi KPK. Pada akhirnya sisa terakhir adalah budaya pemberantasan
korupsi, semoga tidak hancur, itulah harapan masyarakat Indonesia.

Dari kedua (materiil dan formil) hal tersebut, mari kita bedah satu persatu.
Kita mulai dari subtansi/UU KPK. Secara umum pembentukan UU dibagi
menjadi materiil (isi UU) dan formil (tata cara). Setidaknya ada 7 (tujuh) point
mulai dari (lembaga) dewan pengawas, posisi lembaga independen negara,
kepegawaian KPK, hubungan antara kepolisian-jaksa-KPK, kewenangan dewan
pengawas, dan terakhir yaitu terkait pemberhentian penyelidikan dan
penyidikan atau SP3.

Selanjutnya berkaitan dengan revisi UU dari segi formil, terdapat beberapa
perhatian yang pertama berkaitan dengan Prolegnas tahunan, di mana UU KPK
tidak termasuk di dalamnya. Lalu mengenai Naskah Akademik, diharapkan
berkas tersebut dibuka untuk masyarakat, yang bisa menjadi acuan untuk
menilai urgensi dari revisi UU KPK. Selain kedua hal tersebut, adalah mengenai
jumlah DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari total jumlah DPR.

C. STRUKTURAL KPK DIKUASI POLRI

Setelah Reformasi Dikorupsi dan meloloskan komisiner KPK, Firli Bahuri,
yang juga menjadi polisi aktif. Hal tersebut diprediksi menyebabkan konflik
kepentingan struktural dan melanjutkan konflik kepentingan lembaga yang
berkepanjangan antara Polri dan KPK.

Konflik kepentingan, menurut Council of Europe (2000) merupakan potensi
yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong
pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan
publik. Tl (Transparency Internasional) mengajukan prasyarat terjadinya
konflik kepentingan, (1) ada aktor, (2) ada wewenang yang dimiliki, dan (3) ada
keputusan atau tindakan atau kebijakan yang dilakukan.

Prediksi konflik kepentingan di tubuh KPK terbukti pada pemilihan jabatan
di KPK. Menurut ICW dalam Tempo (2020), terdapat beberapa kejanggalan
dalam pemilihan (seleksi) jabatan struktural di KPK. Pertama, proses pemilihan
dimulai sejak 5 Maret 2020, dan baru diumumkan kepada publik pada tahap
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akhir yaitu 31 Maret 2020. Kedua, tidak memberikan informasi (transparansi)
terkait calon yang ikut dalam pemilihan.

Terdapat empat jabatan yang dilakukan pemilihan, vyaitu Deputi
Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro
Hukum. Dua di antaranya merupakan Polisi (CNN, 2020), yaitu BrigjenPol
Karyoto, dan KombesPol Endar Priantoro. Ditambah dengan BrigjenPol RZ
Panca Putra Simanjutak sebagai Direktur Penyidikan.

Keempat polisi tersebut memiliki dua pimpinan vyaitu Kapolri dan
Komisioner KPK.

Ke depannya tinggal menunggu kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan
KPK yang dominan struktural diisi oleh Polri, baik dari komisioner hingga
struktural di bawahnya. Dan rasanya tidak mungkin jika saja Cicak vs Buaya
kembali terulang, yaitu konflik antara Pimpinan KPK dan Polri. Bayangkan saja,
pimpinan KPK (Komisioner dan jajarannya) dalam kasus tersebut harus
menghadapi lembaga yang sama.

Di akhir kalimat, izinkan saya mengulang judul di awal tulisan yaitu tidak
ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan. Atau setidaknya sampai
adanya political will dari Presiden untuk mengeluarkan Perppu, DPR merevisi
kembali dengan menguatkan, atau Polri yang mempunyai iktikad baik dengan
tidak menduduki di struktural KPK.
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
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NASIONALISME SALON ALA KPK

(Diterbitkan dalam Duta Masyarakat, 08 Juni 2021)

Lima Puluh Satu, 75, seribu, atau berapapun pegawai KPK, saya rasa tidak
akan ada yang lolos wawasan kebangsaan pada intinya, kecuali mereka yang
mengartikan pelanggaran etik —apapun bentuknya itu— sebagai sebuah
pengetahuan adiluhung tentang nasionalisme —tentang wawasan kebangsaan-
yang tidak diajarkan dalam pelajaran Kewarnegaraan atau PKN dari tingkat
dasar hingga perguruan tinggi. Merekalah yang pantas membentuk aturan
untuk melakukan seleksi wawasan kebangsaan. Sederhananya ialah, manusia
yang melanggar etik ialah manusia yang memiliki wawasan kebangsaan di atas
rata-rata manusia manapun, apalagi hanya 51 pegawai KPK. Itu lah sekiranya
yang menggambarkan simbol nasionalisme adiluhung.

Perihal simbol, bukan hanya Agama yang dijadikan simbol dalam
percaturan politik di negeri ini —yang sudah saya tulis sebelumnya dalam
Pertentangan Simbol dan Nilai Agama (Qureta, 2019). Yang menjadikan
mereka yang kafir tidak pantas dipilih, dan hanya kalian yang pantas. Bukan
hanya simbol ‘sorban’, ‘sholeh’ dan hal-hal apapun yang berbau agama
dijadikan ‘senjata’ dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan. Tetapi
juga simbol nasionalisme, simbol siapa yang paling berkuasa atas tafsir paling
nasionalis, simbol yang membedakan antara yang berwawasan kebangsaan
dan tidak, antara kalian yang tidak memiliki pengetahuan dan pengabdian
kepada bangsanya dan merekalah yang memiliki hal sebaliknya.

Tidak sampai mencapai apa yang diartikan sebagai sebuah bangsa, yang
memiliki nasib yang sama. Malah mengarah kepada hal-hal simbol yang
menunjukan kalau merekalah paling berwawasan. Dalam hal ini sebenarnya
sudah menjadi pembahasan panjang terkait bahasa, simbol, dan tanda, yang
secara filosofis dan akademis sudah dibahas jauh sebelum pelanggar etik lahir,
kajian tersebut dinamakan kajian semiotika. Adalah bahaya jika mereka
memahi pengetahuan tersebut, lalu dijadikan alat.

Pegawai KPK dalam hal ini, hanyalah skrup kecil yang sekiranya menjadi
penghalang kecil dari kepentingan bersama mereka yang saling melindungi
antara penganut nasionalisme adiluhung. Jangan harap skrup kecil tersebut
bertahan dari kunci tang besar yang mencoba membongkarnya. Senjata
berlindung dengan Komnas HAM pun, saya rasa setelahnya ada tafsir yang
mengatakan merekalah yang memiliki simbol kemanusiaan paling absolut,
sisanya jangan harap, mereka yang memiliki arti kemanusiaan lebih dari
siapapun, bahkan Mahatma Gandhi sekalipun.
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A. POLEMIK POLITIK DAN HUKUM

Kita semua tahu, semenjak UU KPK direvisi tahun 2019 silam, energi kita
sudah banyak habis kepada pembahasan akan hal-hal yang seharusnya tidak
perlu dibahas lagi semenjak tren IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Transparency
International meningkat. Kita sudah lelah dengan peraturan dan polemik
normatifistik ala Hans Kelsen dengan Stufenbau Theory-nya, yang tidak ada
ujungnya, jika politik tetap —dan masih akan terus— menjadi lokomotif dari
gerbong hukum -memang begitu sifat hukum dan politik yang tidak akan
pernah ada habisnya dalam perdebatan keduanya. Akan selalu ada intervensi
politik dalam setiap hukum yang bersifat normatifistik.

Apalagi jika cabang-cabang kekuasaan —jika meminjam Montesquieu
dengan Trias Politica— ditambah lembaga ‘independen’ negara sudah ‘satu
arah’ saling melindungi. Mau memasukkan kajian dalam buku Lembaga
Negara Independen (2016)nya Zainal Arifin Mochtar yang ditulis dalam satu
buku untuk meluruskannya, tidak akan berguna. Akan kalah dengan
kepentingan ‘mendesak’ sesamanya untuk saling melindungi. Itulah sifat ilmu
pengetahuan -bahkan ilmu pengetahuan hukum sekalipun- akan kalah dengan
keadaan politik yang mendesak. Setidaknya ini digambarkan Einsten bahwa
sains —ilmu fisika— tidak serumit jika dibandingkan peristiwa politik yang
banyak menimbulkan kemungkinan.

Apalagi hanya dalam wurusan administratif, sekecil transparansi,
akuntabilitas, bahan pertanyaan, rekaman, dan hal-hal kecil lainnya. Urusan
etika yang dulu saja tidak patuh. Sudah bisa dibayangkan betapa banyak
pelanggaran kecil ke depan. Dan membayangkan urusan sekecil apapun, selagi
tidak menghalangi, maka diperbolehkan. Maka berharap ada transparansi
dalam hal seleksi wawasan kebangsaan ada hal yang sangat tidak
dimungkinkan. Seperti menggapai bintang ketika kecil, bukan sulit tetapi tidak
mungkin.

Lalu, berharap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk
membatalkan SK hasil proses seleksi wawasan kebangsaan, sama halnya
dengan berharap kepada Hakim Konstitusi yang juga ‘mantan’ aktivis yang
lantang membela KPK ‘dulu’, Yang Mulia Saldi Isra, yang juga menijilat ludah
sendiri atas apa yang dinamakan lembaga independen. Yang pada ujungnya
hanya akan menambah kekecewaan.

Jadi saya pikir, para pakar hukum tata negara atau para pakar politik yang
sudah memiliki pengalaman akademik di sekolah-sekolah terbaik di negeri
ataupun luar negeri dengan segala penelitian dan gagasannya, yang coba
menafsirkan secara akademik peristiwa ini, saya rasa percuma. Karena hanya
merekalah di atas dan melampaui segala ilmu pengetahuan —yang bersifat
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pengujian ilmiah atau pengandaian rasionalisme sekalipun. Biar tuhan yang
membuktikan —jika mereka tidak melobbynya.

B. NASIONALISME SALON

Tetapi apa daya, hal-hal seperti inilah yang mewarnai ‘sejarah’ politik
hukum pemberantasan korupsi. Apa pula, mereka semua yang terlibat
sekiranya bijak, karena ini akan dicatat dalam pergumulan sejarah bangsa ini.
Jika asal dan serampangan, maka tinta, data, dan ingatan tidak bisa
menafikkannya, dan pada akhirnya hanya kebenaran dan cinta yang akan
menang, jika meminjam Mahatma Gandhi.

Sekiranya arti bangsa yang mereka artikan sebagai hal ikhwal dalam
sebuah masyarakat yang merasakan nasib yang sama, sepernanggungan, yaitu
dikhianati oleh para koruptor. Bukankah begitu cara kerja pendiri bangsa kita?
Ketika masyarakat memiliki kesamaan akan kolonialisme kerajaan Belanda
ketika itu terhadap pribumi. Sesederhana itu saja, wawasan kebangsaan yang
menijijikan tidak bisa diejawantahkan, malah bertanya kegentingan yang
bahkan tidak mendesak.

Tidak, bangsa kita tidak dibangun atas simbol-simbol apapun itu, apalagi
simbol nasionalisme. Apakah teks proklamasi dijadikan acuan dalam
membangun bangsa? Itu hanya simbol perayaan, tetapi pada intinya ialah
bagaimana membangun bangsa yang merdeka.

Apakah para pendiri bangsa hanya melihat teks proklamasi setelah
merdeka? Tidak. Dia membangun sebuah sistem besar kenegaraan, sistem
yang mengantarkan pada berjalannya sebuah negara. Saya rasa antar
Soekarno-Hatta, tidak saling menunjukan diri —atau bahkan menuding- bahwa
dirinya lah paling nasionalis dan kalian tidak.

Nasionalisme atau wawasan kebangsaan atau apapun itu, jika hanya dinilai
dari sebuah tes yang serampangan, kacau sekali. Apalagi ada hal ikhwal
kepentingan bersama yang mesti dirumuskan bersama, yaitu bagaimana
membangun peradaban bangsa ini tanpa korupsi. Atau setidak-tidaknya
menjaring para koruptor yang haus akan hasrat kuasa, jika meminjam
Nietzsche. Atau setidak-setidaknya membangun penegekan etik kepada setiap
lembaga penegak hukum kepada seluruh pegawai termasuk pimpinannya,
termasuk KPK.

X X J

Sekiranya begitulah gambaran dari apa yang dikatakan Nasionalisme
‘Salon’. Memang dalam kalimat-kalimat di atas tidak menggambarkan
keindahan atau kerapihan ala Salon. Yang dimaksud salon ialah pseudo yaitu
hiasan ‘nasionalisme’ di balik pelanggaran etik dan banyak nya masalah yang
terjadi. Bersifat riasan, tidak menyentuh ke dalam substansinya. Dan kebetulan
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hal tersebut dijadikan alat untuk membedakan mereka dan kalian, dijadikan
alat seleksi.

Saya rasa benar saja kita harus merayakan simbol nasionalisme ini secara
besar-besaran, bahkan melebihi kegiatan-kegiatan 17 Agustus sekalipun, agar
mereka percaya bahwa mereka lah yang sekiranya benar akan nasionalisme
adiluhung yang bisa mengatakan bahwa ada manusia lainnya yang tidak
nasionalis, tidak berwawasan kebangsaan yang tidak dapat dibina.
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PENGUATAN PENYIDIK INDEPENDEN KPK
DALAM POLITIK HUKUM

(Ditulis dalam Kompetisi Esai Malang Corruption Watch tahun 2017, 28 November)

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
penanganannya juga dilakukan secara luar biasa (extra ordinary). Extra
Ordinary Crimes merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati sacara
internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berada
dalam yuridiksi International Criminal Court dan Statuta Roma, mendapatkan
hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan
tersebut.

Disebutkan melanggar HAM, dikarenakan tidak saja karena modus dan
teknik yang sistematis, tetapi juga akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi
bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang
ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta
mental masyarakat (Mien, 2006).

Meningkatnya kasus korupsi, tercatat sepanjang tahun 2016, terdapat
14.564 perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA), jumlah ini meningkat
dibandingkan tahun 2015, yakni 13.977 perkara (Priska, 2016). Sedangkan data
yang didapatkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi pada
tahun 2016 sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka

1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 18 kasus yang menimbulkan
kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan
USD 72 ribu (lbnu, 2017). Kasus korupsi bahkan dilakukan diberbagai lini
penyelenggaraan negara, datanya sebagai berikut.
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Tabel 1. Perbandingan Skor dan Urutan Terkorup Institusi di Indonesia
Menurut Barometer Korupsi Global dari Tahun ke Tahun
(Transparency International, 2009).

Barometer Korupsi Global
Institusi dari tahun ke tahun** (rentang skor 1-5;
1=tidak korup sama sekali, 5=sangat korup)

2004 2005 2006 2007 2009

Partai Politik 44* 42* 41 40 4,0
Legislatif 4,4* 4,0 4,2* 4,1 4,4°
Kepolisian 4,2 4,0 4,2* 4,2* .
Lembaga Peradilan 4,2 3,8 42% 41 4,1

*=institusi dengan skor paling tinggi/paling korup pada tahun itu
**= Survei BKG dilaksanakan pertama kali tahun 2003, tetapi
metodenya berbeda dengan survei-survei di tahun-tahun selanjutnya.

Dari data tersebut, pemberantasan korupsi perlu dilakukan ekstra keras
dari berbagai sisi, salah satunya yaitu dengan melakukan penguatan di bidang
kelembagaan yaitu KPK sebagai lembaga independen yang profesional dan
tanpa tebang pilih dalam memberantas tindak pidana korupsi, penguatanya
baik dari sisi regulasinya maupun pelaksanaanya.

Berangkat dari pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yaitu “Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum ....” bahwa Pemerintahan dalam
hal ini lembaga terkait bertanggung jawab atas permasalahan korupsi di
Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki
kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Namun dalam perkembangannya, kinerja dari KPK dirasakan kurang efektif,
lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode
etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK
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yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi
dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan,
pengelolaan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih
kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan
belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas
dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK (Eka, 2016).

Bila dispesifikasikan dari penyidik, KPK terlihat lemah dari sisi kuantitas,
integritas, dan independensi dari aspek tenaga penyidik (Ria, 2014). Di tengah
banyaknya kasus korupsi nampak terobosan dalam penegakan hukum yang
progresif diutarakan oleh Mantan Ketua KPK RI, Abraham Samad,
menghendaki adanya tenaga penyidik independen sebagai sistem pendukung
pemberantasan korupsi dari tingkat pusat sampai daerah mengingat bahwa
pengadilan tindak pidana korupsi telah di bentuk di daerah (Ria, 2014).

Strategi untuk mewujudkan kebijakan hukum sebagaimana yang dimaksud
tentunya harus dimaknai sebagai bentuk progresifitas KPK dalam penegakan
hukum mengingat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Membuka peluang untuk merekrut tenaga penyidik independen.
Analisis awal terkait dengan peluang tersebut antar lain termaktub di dalam
ketentuan Pasal 25 vyang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi:
menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas
dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Selanjutnya ketentuan Pasal
28 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja
sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan
organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa KPK Rl memiliki peran
penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum progresif dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi demi terwujudnya keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Penguatan sisi kuantitas dan kualitas personel KPK
diharapkan mampu mendorong arah penegakan lebih proaktif dan responsif
untuk mengontrol jalannya pemerintahan dari pusat sampai ke daerah baik
dari sisi substansi hukum, aparatur penegak hukum, budaya hukum, maupun
sarana dan prasarana penunjang dalam penegakan hukum.

Dari penjelasan mengenai latar belakang dan urgensi penyidik independen
KPK, oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimana efektifitas hukum
mengenai penyidik independen KPK dan bagaimana problematika politik
hukum perubahan kedua Undang-Undang tentang KPK berkaitan dengan
penyidik independen KPK. Dari rumusan masalah tersebut tujuannya adalah
mendeskripsikan konsep penyidik independen KPK dan mendeskripsikan
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politik hukum perubahan kedua Undang-Undang tentang KPK berkaitan
dengan penyidik independen KPK.

A. PENYIDIK INDEPENDEN KPK

Hambatan personalia KPK RI dari sisi kualitas maupun kuantitas juga
mendapat sorotan tajam dari dunia akademik terkait dengan konstruksi hukum
pengadaan personel independen KPK baik tenaga penyelidik, penyidik,
maupun penuntut umum.

Menurut Hibnu Nugroho (2011), mengutarakan bahwa selama ini dalam
sistem penyidikan tipikor di Indonesia, lembaga penyidik tindak pidana korupsi
yang ada vyaitu penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK
memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang terpisah-pisah.
Dan korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih
bersifat sektoral dan egosentrisme korps masih tinggi antara Kepolisian,
Kejaksaan, dan KPK. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor
menciptakan kecenderungan instansi sentris atau fragmentasi. Sehingga
mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang
dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum. Belum adanya
keintegraliasasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai,
norma-norma, dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi,
menyebabkan output yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil
penyidikan tindak pidana korupsi.

Urgensi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus
diarahkan pada penguatan personel independen KPK baik dalam lingkup
penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum. Adapun langkah progresif
penegakan hukum sebagaimana dimaksud harus berlandaskan pada indikator
efektifitas hukum baik dari sisi substansi dan kultur hukum.

Pertama, Aspek Substansi Hukum, indikator substansi hukum sebagai
model alternatif strategi penguatan personel independen KPK diletakkan pada
konteks kerangka peraturan perundang-undangan yang mendukung peluang
KPK untuk bisa memformulasi tenaga penyidik yang bersifat independen. Salah
satu peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
yang terdapat di dalam Pasal 3 “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Dan Pasal 4
“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”
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Dari kedua pasal tersebut dianalisis bahwa ketentuan ini memberikan
peluang untuk mengkonstruksi secara yuridis keberadaan personel KPK yang
independen mengingat bahwa Pelemahan KPK bisa terjadi melalui undang-
undang dan intervensi politik dalam pemilihan komisioner KPK. Selain itu, KPK
juga rentan penyusupan oleh kelompok kepentingan yang terganggu, baik
kepentingan bisnis, politik, maupun penegak hukum lain. Dan Bentuk-bentuk
Infiltrasi ke tubuh KPK, sangat mungkin terjadi, mengingat tenaga vital KPK di
bidang penyidikan dan penuntutan masih dipasok dari luar institusi itu.
Penyidik dari POLRI dan penuntut umum dari Kejaksaan. Kalaupun tidak terjadi
pengkhianatan, minimal ada loyalitas ganda. Apalagi mereka hanya bertugas
sementara di KPK dan akan kembali ke institusi awal. Terhadap kemungkinan
infiltrasi ini, harus disiapkan penyidik dan penuntut independen. Semua
lembaga pemberantasan korupsi di negara lain juga menuju ke sana, yaitu
independensi penyidik ataupun penuntut umum (Ria, 2014).

Kedua, Aspek Budaya Hukum, faktor budaya hukum dalam konteks
penegakan hukum yang terbangun pada kondisi birokrasi, politik, maupun
bisnis di Indonesia telah menempatkan pada posisi yang transaksional. Artinya
setiap kejahatan yang korupsi yang dilakukan oleh elit kekuasaan politik, elit
bisnis, maupun elit birokrasi selalu terjadi celah transaksional antara yang
berkepentingan dengan aparatur penegak hukum mulai pada tingkat
kepolisian, kejaksaan, dan peradilan merupakan mata rantai jalannya mafia
hukum di Indonesia. Potret buram kultur hukum transaksional inilah yang
senantiasa menjadi dasar argumentasi empiris bahwa KPK Rl harus di perkuat
secara kelembagaan maupun personel baik tenaga penyelidik, penyidik, dan
penuntut umum agar kinerja kontrol terhadap birokrasi dan korporasi dalam
meminimalisasi upaya tindak pidana korupsi bisa berjalan secara cepat tanpa
adanya intervensi.

B. POLITIK HUKUM PERUBAHAN KEDUA UU KPK

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (RUU KPK) sudah masuk dalam Prolegnas sejak Tahun 2011 melalui
keputusan DPR Rl No.02B/DPR/11/2010- 2011. Kemudian masuk kembali pada
Prolegnas Tahun 2015-2019, prioritas Tahun 2016 pada urutan 37 di mana
Draft RUU dan Naskah Akademiknya disiapkan oleh DPR RI.

DPR Rl melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah
dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panitia Kerja atau Tenaga Ahli DPR
(PANJA) dalam konsindering tanggal 8 Februari 2016 (Eka, 2016). Hal-hal pokok
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yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, secara garis besar adalah berkaitan

dengan hal-hal sebagai berikut (Eka, 2016):
No. | Perubahan Pasal

1. | “Kejaksaan Agung R1" menjadi “Kejaksaan™ Pasal 11 ayat (2).
Pasal 45 ayat (1) dan
ayat(2), Pasal 45A
ayat (2), dan

Pasal 45B

=]

“Kepolisian RI" menjadi “Kepolisian™ Pasal 11 ayat (2). 43
ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 43A ayat (2),
Pasal 43B. Pasal 45
ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 45A ayat (2),
Pasal 45B

3. | *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana™ menjadi | Pasal 38 dan Pasal

“undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana™ | 46 ayat (1)

4. | Penambahan Pimpinan KPK yang mengundurkan diri, dilarang | Pasal 32

menduduki jabatan publik

5. | Penambahan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi | Pasal 32 ayat 1 huruf
pidana berdasarkan putusan pengadilan vang telah memperoleh | ¢

kekuatan hukum tetap.

6. | Penambahan tugas Dewan Pengawas Pasal 37D

7. | Penambahan rumusan “anggota Pasal 37E

Dewan Pengawas yang mengundurkan diri, dilarang menduduki

jabatan publik™

8. | Penambahan mengenai SP3. pemberian SP3 harus disertai alasan | Pasal 40
dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada Dewan
Pengawas, serta dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal

baru yvang dapat membatalkan alasan penghentian perkara.

9. | Penambahan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat | Pasal 43
mengangkat penyelidik sendiri sesuai persyaratan dalam

undang undang ini.

10. | Penambahan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat | Pasal 45
mengangkat penyidik sendiri/indpenden sesuai persyaratan

dalam undang-undang ini.

11. | Penambahan di dalam keadaan mendesak penyitaan boleh | Pasal 47A

dilakukan tanpa izin dari Dewan pengawas terlebih dahulu.
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Dari rencana sebelas point perubahan kedua dari UU KPK, masih perlu
direvisi dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan revisi ditunda karena masih ada
penolakan publik terkait dengan revisi empat poin revisi masih perlu sosialisasi
(Eka, 2016). Keberadaan badan pengawas, penyidik independen, penyadapan.
Dari point perubahan terdapat nomenklatur “Penyidik Independen” bahwa hal
ini menjadi suatu keharusan untuk memperkuat penyidik independen pada

perubahan kedua UU KPK.

» I ’

Melalui bagan tersebut, model daripada penyidik KPK nantinya ditinjau
dari efektifitas hukum yang akan didukung dengan perubahan kedua UU KPK,
dan pada penyidik independen KPK dan perubahan kedua UU KPK perlu
dikontrol oleh publik, dikarenakan perlunya kritik untuk memperbaiki KPK guna
memberantas korupsi.
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Transparency International Corruption Perceptions Index 2009

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
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TIDAK ADA KPK HARI INI, HARI ESOK,
DAN 5 TAHUN KE DEPAN

(Disampaikan pada Diskusi IMM Fuurinkazan Universitas Brawijaya,
09 September 2019)

“Kamu tahu, aku sakit hati, melihat semua mati dihadapankan ku” -Lirik Tanam
Saja (Nosstress)

Genderang perang melawan korupsi muncul bahkan sejak awal
kemerdekaan, dimulai dari wartawan Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dan
semua pihak yang melawan korupsi di negeri ini. Termasuk pula Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), sejarah mencatat lembaga ini merupakan
produk dari reformasi atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga
penegakan hukum di Indonesia. Lalu sampai di mana KPK sekarang? Mari kita
bedah.

Berbicara penegakan hukum kita perlu menyandarkannya kepada teori
penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman lalu kita hubungkan dengan
KPK. Secara teori tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu struktur (lembaga KPK),
substansi (produk hukum yang mengatur KPK), kultur (budaya pemberantasan
korupsi).

Mudah sekali untuk memberhangus KPK, dengan melumpuhkan ketiga hal
tersebut sudah cukup. Mari kita ambil contoh, Calon Pimpinan (Capim) KPK
yang sudah menjadi Ketua KPK merupakan ‘kuda troya’ dari lembaga kepolisian
cukup untuk meruntuhkan struktur KPK. Contoh lagi, revisi Undang-Undang
(UU) KPK yang sudah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) menjadi pertanda untuk meruntuhkan substansi KPK. Pada akhirnya sisa
terakhir adalah budaya pemberantasan korupsi, semoga tidak hancur, itulah
harapan masyarakat Indonesia.

Dari ketiga hal tersebut, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari
subtansi/UU KPK. Secara umum pembentukan UU dibagi menjadi materiil (isi
UU) dan formil (tata cara). (1) Dewan Pengawas, logika cacat “setiap lembaga
harus diawasi”, dibantah dengan “siapa pengawas paling akhir? Toh dia juga
lembaga”, mari kita semua belajar lagi tentang prinsip check and balances, apa
itu? Sederhananya setiap kekuasaan (eksekutif/legislatif/yudikatif) harus
saling mengawasi, dan tidak harus membuat lembaga pengawas baru. Contoh
saya pernah meneliti tentang Mahkamah Konstitusi (MK) setelah banyak
korupsi di MK, toh MK pun tidak punya lembaga pengawas, adanya Dewan Etik
atau MKD.
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(2) Lalu pertanyaan di mana posisi lembaga independen? Perdebatan ini
juga sudah lama di Mahkamah Konstitusi, yang putusannya berubah-ubah,
terkahir memutus KPK menjadi lembaga eksekutif, namun sebelumnya
memutus bukan eksekutif. Hemat Penulis, berpegang kepada pengalaman
negara-negara demokrasi seperti Amerika yang menerapkan lembaga
independen negara. Bisa menjadi satu tulisan tersendiri membahas lembaga
independen negara.

Darilembaga independen negara, berhubung juga kepada (3) kepegawaian
KPK, hal tersebut berdampak kepada independensi pekerja di KPK yang artinya
tidak di bawah eksekutif atau ASN yang di bawahi oleh Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal tersebut
menjadikan KPK benar-benar menjadi lembaga eksekutif secara utuh dari
unsur terkecil, lalu apa bedanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan?

Berbicara kepolisian dan kejaksaan, berbicara terkait koordinasi (4). Saya
mengikuti beberapa seminar mengenai pemberantasan korupsi di berbagai
kampus, salah satunya di Universitas Islam Indonesia (Ull), begini saya masih
ingat. “Belajar dari lembaga anti korupsi di negara Singapore, dia hanya satu
terpusat di satu lembaga.” Lalu kita lihat di Indonesia? Bahkan kepolisian dan
kejaksaan berhak. Tetapi ada untungnya yaitu saling berlomba. (5) Anehnya hal
tersebut dihapuskan dengan dalih Kasus yang ditangani KPK hanya kasus paling
sedikit 1 miliar, lalu di bawah itu wajib diserahkan kepada kepolisian atau
kejaksaan.

Sederhana, saya ambil contoh dari kota saya belajar yaitu kota Malang,
bayangkan jika klausul “meresahkan masyarakat” dihapus, tentu KPK tidak bisa
menangkap 41 Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang
dan Wali Kota Malang dikarenakan dihitung dari jumlah uang nya, tetapi
bagaimana pendidikan anti korupsi kedepannya untuk semua anggota dewan
baik di pusat maupun daerah, tidak melakukan suap-menyuap berapapun
dalam hal apapun.

(6) Kembali lagi kepada dewan pengawas, terjadi logika kelembagaan
yang salah tentang izin ketika melakukan penyadapan, penggeledahan, &
penyitaan. Di mana lembaga pengawas ini seharusnya tidak memberikan izin
atas penegakan hukum. Ke depannya akan terjadi dualisme antara pimpinan
atau komisioner KPK dan dewan pengawas. Alih-alih melindungi Hak Asasi
Manusia (HAM), tetapi justru menghambat penegakan hukum, terlebih
lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Intelejen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT),
hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik-baik saja tentang penyadapan,
tidak ada gangguan dari DPR atau Pemerintah. Hemat Penulis adalah,
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mengenai penyadapan diperlukan UU yang mengatur semua mengenai
penyadapan di setiap lembaga.

(7) Terkahir, permasalahan substansi, yang menurut saya masih masuk
akal untuk dibahas adalah kewenangan mengenai SP3 (pemberhentian
penyidikan dan penuntutan kasus), disatu sisi mempermudah KPK ketika
memang kasus tersebut mangkrak lebih dari dua tahun, tetapi disatu sisi
menjadi warning bagi KPK untuk tetap melakukan prinsip kehati-hatian dalam
melakukan penyidikan dan penuntutan kasus.

Di samping ketujuh hal tersebut, terdapat beberapa point substansi yang
ditolak pemerintah, yaitu (1) Penyidik Independen tetap dipertahankan,
sebelumnya memang terdapat beberapa dualisme atau konflik kepentingan di
antara penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang masih terbawa instansi
sebelumnya. (2) Mengenai LHKPN tetap di bawah KPK, walaupun pada
praktiknya masih banyak pejabata khususnya anggota dewan yang tidak
melaporkan harta kekayaan, terkhusus Pimpinan KPK saat ini.

Selanjutnya berkaitan dengan substansi/UU dari segi formil, terdapat
beberapa perhatian yang pertama berkaitan dengan Prolegnas tahunan, di
mana UU KPK tidak termasuk di dalamnya. Lalu mengenai Naskah Akademik,
diharapkan berkas tersebut dibuka untuk masyarakat, yang bisa menjadi acuan
untuk menilai urgensi dari revisi UU KPK. Selain kedua hal tersebut, adalah
mengenai jumlah DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari total jumlah
DPR.

Dari bahasan ilmu politik, tentunya sangat menarik, karena memang
jumlah terpidana korupsi mayoritas merupakan anggota dewan, dan selain itu
terdapat oligarki di belakang pemerintah untuk melindungi dan menambah
kekayaan mereka menggunakan proyek-proyek di pemerintah.

Dari bahasan ilmu ekonomi juga menarik, Jokowi kita tahu berfokus
kepada investasi yaitu dengan membuka pintu selebar-lebarnya dan
mederegulasi terkait objek investasi. Disatu sisi para investor juga
membutuhkan kepastian tentang keamanan persaingan usaha dan korupsi di
pemerintah agar nantinya uang tersebut aman. Di satu sisi KPK justru
diperlemah, walaupun dengan dewan pengawas bisa dikontrol.

Kita harus apa? Judicial Review adalah langkah awal, tentunya dari segi
formiil UU tersebut mempunyai beberapa kecacatan, di samping itu juga dapat
melakukan judicial review dari segi materiil khususny pasal-pasal yang
melemahkan KPK seperti dewan pengawas. Jika tidak dengan kedua ini, alih-
alih berharap kepada kepolisian dan kejaksaan yang memang sudah menjadi
tugasnya, perbanyak LSM dengan pelatihan instrumen-instrumen
membongkar keuangan-keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.
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Sehingga budaya anti korupsi tidak berhenti setelah pelemahan KPK pada
tahun ini.

Lalu di akhir kalimat, izinkan saya mengulang judul di awal tulisan yaitu
tidak ada KPK hari ini, hari esok, dan 5 tahun ke depan.
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BAGIAN KEDUA
LINGKUNGAN HIDUP



KORUPSI, PEMBANGUNAN, DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

(Diterbitkan dalam Kalimantan Post, 03 Februari 2021)

Ketika terjadi banjir awal tahun, yang sebenarnya terjadi berulang, ketika
penghujan datang, di setiap musim. Terlebih banjir pada kondisi yang
sebenarnya hanya di situ-situ saja topografinya yaitu kota, dan lereng yang
pohonnya ditebang menyebabkan longsor. Mari kita bertanya, apakah
pembangunan kita salah? Ataukah kerusakan lingkungan itu terjadi dengan
sendirinya? Jika melihat data terbaru, menurut Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 197 bencana di seluruh Indonesia
dalam kurun waktu 1-23 Januari 2021 (Tempo, 2021).

Di tahun-tahun sebelumnya, saya berkesempatan untuk melakukan
penelitian mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Celukan Bawang
tahun 2019 dan Hotel DeRayja di Batu tahun 2017. Keduanya memiliki
karakteristik permasalahan yang sama, yaitu izin dan substansi Amdal (Analisis
Dampak Lingkungan) yang bermasalah dalam pembangunan.

Satu menyebabkan, terancamnya ekosistem udara dan laut di Bali, satunya
menyebabkan terancamnya ekosistem mata air di Batu.

Proses pembangunan memang tidak bisa disingkirkan dalam negara
berkembang yang membutuhkan kebutuhan dasar, misal listrik. Tetapi apakah
konsepnya benar? Atau bagaimana proses mengkonsep dan hasilnya tersebut
dibuat dan dibentuk? Apakah konsep nya sudah memperhatikan seluruh aspek,
bahkan sampai hal terkecil? misal kondisi tanah. Atau bahkan konsep tersebut
sudah tidak terjadi sama sekali? Dan otomatis mengabaikan kesemuanya.

Nyatanya memang, pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan
ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut
menimbulkan potensi korupsi, yang sudah dibahas jauh oleh Aristoteles yang
menulis bukunya berjudul De Generatione et Corruption, yang menafsirkan
konteks perubahan yang bersifat penurunan (Anantiawikrama, Sosiologi
Korupsi, 2019). Dengan adanya kerusakan artinya terdapat penurunan kualitas,
di sanalah terdapat potensi korupsi atau corrupt atau kerusakan.

Hal itu, juga tidak bisa dilepaskan dengan dua aktor yang terlibat dalam
permasalahan ini, antara manusia dan lingkungan hidup/alam. Keduanya perlu
dibahas, secara mendalam untuk hendak mencegah korupsi. Karena manusia
dan alam semesta menurut Nietzsche didorong oleh sesuatu kekuatan, yakni
kehendak untuk berkuasa (saling menguasai) atau the will to power (Reza,
Filsafat Anti-Korupsi, 2012).
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A. AMDAL DAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam pembangunan khususnya berskala ekonomi vyang besar,
memerlukan Analisis Dampak Lingkungan sebagai syarat atau izin membangun.
Tujuannya baik, dengan memetakan kondisi sebelum pembangunan, apa saja
yang perlu diperhatikan, yang menghasilkan analisis dampak-dampak apa saja
yang terjadi pasca pembangunan, baik kondisi alam maupun makhluk hidup
atau masyarakat. Dan harus bagaimana untuk menanggulanginya, atau bahkan
tidak bisa ditanggulangi, artinya dia tidak layak dibangun di lingkungan (alam
dan masyarakat) tersebut (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Yang pada
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ditambahkan dengan persetujuan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Idealnya seperti itu. Berbeda dengan kondisi sosiologisnya. Di mana
banyak penyimpangan terjadi, misal di pembangunan hotel yang ketika itu
Saya teliti, keluar izin dahulu, baru Amdal dilakukan setelahnya, artinya tidak
ada Amdal. Menyebabkan pengambilan air yang merusak mata air yang
mengaliri beberapa desa.

Misal lagi, pembangunan PLTU ke-2 Celukan Bawang, Amdal-nya diketahui
meniru Amdal pembangunan PLTU sebelumnya, yang tidak komprehensif, dan
bermasalah karena melibatkan masyarakat dengan tidak berbicara dampaknya,
begitu juga terjadi dalam pembangunan ke-2. Yang lebih parah ialah keduanya
sangat berdekatan dengan kehidupan masyarakat dan perekonomian.

Pun begitu juga dengan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan
besarnya yang baik. Di mana menggabungkan konsep pembangunan yang
memperhatikan segala aspek: lingkungan; sosial masyarakat; dan ekonomi.
Yang tujuannya berjangka panjang untuk keutuhan lingkungan hidup bagi
generasi saat ini dan mendatang (UU 32/2009).

Tetapi apa daya, dengan diingkarinya salah satu unsur dalam tujuan besar
pembangunan berkelanjutan, yaitu Amdal. Maka, telah terjadi corrupt dalam
arti penururan kualitas, baik kualitas perencanaan, ketika pembangunan, dan
yang paling parah ialah pasca-pembangunan.

Kondisi tersebut diperparah, ketika Amdal direduksi sedemikian parah
dalam UU Cipta Kerja, seperti: tiadanya peran pemerhati lingkungan; tiadanya
peran masyarakat dalam informasi yang transparan; tiadanya aturan untuk
keberatan terhadap Amdal; reduksi terhadap penilai Amdal dari ahli/pakar,
masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup; dan mereduksi pengadilan
bahwa tidak bisa membatalkan Amdal. Hal ini juga bisa dikatakan korupsi
legislasi yaitu penurunan kualitas pada produk legislasi.
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B. SUBJEK LINGKUNGAN DAN KERAKUSAN MANUSIA

Proses yang menyebabkan penurunan kualitas, maka terjadi adanya
potensi korupsi. Begitu juga, jika terdapat terjadinya penurunan kualitas
lingkungan hidup, maka terjadi adanya potensi korupsi pada lingkungan hidup.
Maka proses penurunan kualitas tersebut, tidak bisa dilepaskan oleh aktor
yang terlibat di dalamnya, yaitu manusia (sebagai pengusaha, pemerintah,
masyarakat) dan alam itu sendiri sebagai subjek.

Dan sekiranya kita memandang alam sebagai subjek yang sama seperti
manusia dalam hal makan (input), beraktivitas, dan bernapas (output). Maka
dalam pembangunan kita harus melihat bagaimana alam dan ekosistemnya
beraktivitas.

Misal saja tanah, dia memerlukan air dan kehidupan (binatang) di
dalamnya untuk tetap utuh sebagai tanah. Sedangkan binatang di dalamnya
membutuhkan akar sebagai rumah atau bahan makanan. Outputnya tanah
ialah, dapat dijadikan pijakan mahluk hidup; rumah untuk binatang;
penyanggah pohon. Berlaku juga kepada unsur alam lainnya. Ekosistem alam
inilah yang perlu dimasukkan sebagai subjek dalam rencana pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan manusia, tidak dapat dinafikan sebagai
kebutuhan dasar manusia, khususnya negara berkembang. Tetapi
pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup, justru akan
menghancurkannya. Terlebih ketika niat baik seperti gagasan Amdal dan
Pembangunan Berkelanjutan tidak dijalankan, apalagi regulasinya direduksi
untuk kepentingan hasrat kerakusan manusia.

Maka kerakusan (hasrat untuk menguasai) pembangunan oleh manusia
harus dibatasi. Dengan hasrat terkait subjek ekosistem alam harus bekerja. Jika
tidak, maka seperti apa yang Gandhi bilang “Dunia ini cukup untuk tujuh
generasi, tetapi tidak untuk tujuh orang yang rakus”.
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PROBLEMATIKA OLIGARKI, KORUPSI, DAN
RELASI KUASA DALAM BATU BARA DAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

(Ditulis dalam Laporan Kalabahu YLBHI-LBH Bali Tahun 2019, 16 September,
ditulis dalam Kompetisi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambang, 15 Juni 2020, dan
diterbitkan dalam Jurnal llmiah Mugoddimah, Volume 5 Nomor 1, Februari 2021)

Sumber Daya Alam menjadi sumber utama kehidupan di negara Indonesia,
tetapi keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap kelestarian lingkungan
alam perlu dipertanyakan, baik dalam sektor pendidikan, hingga kebijakan.
Dalam hal paradigma atau perspektif, lingkungan menjadi sebuah fokus
keilmuan, pembuatan kebijakan, dan kepedulian publik yang meningkat (tidak
tertandingi) pada akhir abad keduapuluh (Bryant, 1998).

Menarik untuk membahas lingkungan dalam hal publik (kebijakan publik),
terutama sektor ekonomi yang dihadapkan dengan lingkungan (Batu Bara) dan
industri (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU). Sifat ekonomi yang eksploitatif
untuk kehidupan manusia, membuat lingkungan hidup menjadi korban dan
terancam. Pada sektor ekonomi juga dibantu dengan pembuat kebijakan yaitu
pemerintahan dan pelaku ekonomi yaitu perusahaan. Menarik untuk dibahas
keduanya, yang menurut Penulis meruncing kepada oligarki penguasaan
ekonomi bersumber dari kekayaan sumber daya alam, serta korupsi dari pihak-
pihak yang terlibat, khususnya pembuat kebijakan, dan relasi kuasa aktor-aktor
yang terlibat dan perannya dalam keterlibatan yang berkaitan dengan sumber
daya alam.

Ketiga pembahasan (oligarki; korupsi; relasi kuasa) tersebut akan
dielaborasi dalam sub-bab pembahasan. Sebelum dijelaskan lebih lanjut,
Penulis menggambarkan sedikit terkait sub-bab pembahasan. Oligarki yang
dimaksud menggunakan pendekatan teori Jeffry Winters, di mana dia
menulisnya dalam satu buku berjudul Oligarchy (2012). Sedangkan
pembahasan korupsi menggunakan pendekatan korupsi politik oleh Artidjo
Alkostar yang ditulis dalam buku Korupsi Politik di Negara Modern (2015).
Sedangkan pembahasan relasi kuasa aktor menggunakan pendekatan Bryant
dan Bailey yang ditulis dalam buku berjudul Third World Political Ecology
(1997).

Ketiganya perlu dibahas keterlibatan dalam sumber daya alam, dan
dijadikan metode atau pendekatan terkait kerusakan alam di Indonesia.
Sehingga, pengentasan problematika kerusakan alam dapat dilakukan secara
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komperhensif, selain dengan menambahkan metode-metode atau pendekatan
lainnya.

A. MELACAK OLIGARKI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN

PERTAMBANGAN BATU BARA

Sumber daya alam bagi suatu negara, bisa menjadi alat untuk
menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya, menjadi kutukan bagi negara
tersebut. Sumber daya alam dieksploitasi, untuk keuntungan material, namun
kesejahteraan masyarakat banyak tak kunjung meningkat, alih-alih
kesejahteraan meningkat, alam pun rusak, pembangunan berkelanjutan hanya
jargon untuk melindungi eksploitasi tiada henti.

Dari hal tersebut kita perlu mengkritisi, jika meminjam istilah Jurgen
Habermas (Budi Hadirman, 2009) dengan teori kritisnya kita perlu me-refleksi-
kan diri. Khususnya negara ini. Dimulai dengan bertanya tentang keadaan kita
saat ini.

Bagaimana jika kekayaan sumber daya alam yang secara material
berlimpah dikuasai segelintir orang? Bagaimana jika kekayaan sumber daya
alam tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak? Dan di mana
peran pemerintah? Dari refleksi pertanyaan tersebut mengantarkan kepada
dua hal besar, yaitu sumber daya alam dikuasai segelintir orang dan sumber
daya alam tidak berdampak kepada masyarakat banyak.

Sebelum jauh membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita melihat data
untuk melihat cerminan kondisi realitas yang ada, walau harus diverifikasi
kembali. Dari kondisi realitas tersebut kita bisa me-refleksi-kan diri. Dimulai
dengan data penduduk 1% yang memiliki kekayaan berlebih menguasai 46%
kekayaan penduduk Indonesia lainnya (Katadata, 2018).

Itu dari hal umum, jika melihat dalam hal khusus, misalnya penguasaan
batu bara. Mayoritas penguasaan bisnis batu bara sebesar 60% dikuasai 10
perusahaan besar (Egi, 2018). Hal tersebut menjadi kontradiktif, ketika negara
dengan sumber kekayaan alam melimpah tetapi dikuasai segelintir orang.

Dikuasai oleh segelintir orang, yang menurut Jeffrey Winters (2011)
merupakan oligarki. Menurutnya oligarki dipahami secara spesifik sebagai
politik yang dijalankan oleh kalangan kaya, yakni sang oligark (subjek), dengan
tujuan untuk mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui
kekuasaan negara. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Winter menekankan
kepada subjek sang oligark dan tujuannya yaitu mencari dan mempertahankan
kekayaan melalui kekuasaan negara.
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Dari hal tersebut perlu kita bertanya, bagaimana sang oligark bekerja pada
kekuasaan negara, dan secara khusus bergerak di sektor pertambangan? Lalu
bagaimana melacak para oligark dari perusahaan-perusahaan nya tersebut?
Dua pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam artikel ini.

1. Bekerjanya Oligarki

Berjalannya suatu negara, dengan syarat terdapatnya pemerintah, dengan
memilih sistem demokrasi yang menjadi konsensus bersama masyarakat
dalam menjalankan sistem bernegara. Tetapi berjalannya demokrasi, tidak
mampu mampu berdampingan dengan oligarki, atau oligarki yang dapat
menyesuaikan demokrasi.

Mari kita bertanya, mampukah demokrasi saat ini menghadapi oligarki?
Jauh sebelum kita bertanya, seorang Aristoteles dan Machiavelli telah
memikirkan ini, demokrasi dan oligarki. Kedua sarjana politik tersebut
berkesimpulan, tidak bisa menyatukan antara demokrasi dan oligarki
(Muhammad Ridha, 2020). Berjalannya waktu, oligarki mampu menyesuaikan
demokrasi, Orde Baru contohnya.

Diskursus oligarki dilanjutkan oleh seorang Jeffry Winters. Dia membedah
bagaimana oligarki berjalan. Teori sumber kekuasaan, teori tersebut digagas
oleh Jeffry Winters. Berangkat dari bagaimana memeriksa setiap bentuk
kekuasaan yang dimiliki individu dan memperkirakan besaran pengaruhnya.
Metode ini digunakan untuk membedakan oligark dan elite.

Mengidentifikasi oligark dan elite setidaknya dengan 5 sumber utama, (1)
kekuasaan berdasarkan hak politik, (2) kekuasaan berdasar posisi resmi, (3)
kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir (5) kekuasaan
material. Perbedaan antara elite dan oligark hanya pada nomor 5, yaitu
kekuasaan material.

Selain kekuasaan material, terdapat dua hal yang terdapat dalam teori
sumber kekayaan, yaitu oligark selalu bersifat individual, dia tidak berwujud
perusahaan atau kolektif lainnya, maka diperlukan pengaturan dan
pembatasan sumber daya yang bersifat personal.

Dan terkahir, ciri karakteristik oliargk selalu konstan sepanjang waktu dan
kasus. Serta yang perlu diingat adalah tidak hanya mencari kekayaan (ketiga
hal tadi) tetapi juga mempertahankan kekayaan.

2. Oligarki, Batu Bara, PLTU, dan Cara Melacaknya

Dari mengetahui dan membongkar pola oligarki bergerak. Lalu apa
hubungannya dengan Batu Bara dan PLTU? Hubungannya ada pada para
oligark mencari dan mempertahankan kekayaan material melalui sumber daya
alam, yaitu batu bara dan proses produksi listrik.
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Dalam buku Batu Bara dan Ancaman Korupsi (2018) yang ditulis oleh
Peneliti ICW, membongkar dampak daripada bisnis batu bara yang
menguntungkan para oligark, dan menyebabkan kerugian negara dari sisi
perdagangan, pajak, hingga kerusakan alam.

Sialnya, keuntungannya dikuasai hanya untuk beberapa perusahaan.
Tetapi ada hal metode yang menarik untuk melacak keberadaan oligark batu
bara dan PLTU, yang juga bisa dijadikan untuk gerakan masyarakat kedepannya.
Yaitu dengan mengetahui beneficial ownership atau BO (pemilih manfaat
utama) dari perusahaan- perusahaan, lalu dicari rekam jejaknya dalam
kegiatan politik nasional baik secara langsung atau tidak langsung, dengan atau
tanpa kesepakatan aktor pejabat.

Terdapat beberapa instrumen untuk mengetahuinya, mulai dari hukum
positif yang mengatur BO, meminta data atas nama keterbukaan informasi
publik, mencari dokumen-dokumen lembaga kementrian, atau setidaknya
mencari berita-berita terkait sang oligark dengan perusahaannya berkaitan
dengan kekuasaan material negara ini.

Hal tersebut bisa dilakukan gerakan-gerakan masyarakat, setidaknya untuk
mengkontrol pemerintah. Dan alangkah lebih baik terdapat political will dari
pemerintah untuk memberhangus para oligark baik skala daerah hingga skala
nasional.

B. POLA KORUPSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN

PERTAMBANGAN BATU BARA

Korupsi menjadi hantu (hal yang menakutkan) bagi negara ini, semenjak
berdirinya negara ini, korupsi selalu menjadi problematika di setiap rezim
pemerintahan. Dari rezim orde baru (demokrasi terpimpin), orde baru
(demokrasi liberal pasar bebas), hingga pasca reformasi.

Korupsi selingkuh dengan setiap rezim, perlakuannya seperti suap, mark-
up, izin, proyek, bisnis, politik praktis, dan masih banyak lainnya. Korbannya?
Selain masyarakat terdapat sumber daya alam (ekologi), kedua itu merupakan
objek dari korupsi. Subjek nya, mulai dari kalangan elite atas hingga bawah
yang menghasilkan oligarki, baik dari dalam institusi pemerintahan, hingga dari
luar berupa orang-orang binis, atau bahkan keduanya menjadi satu.

Lalu pertanyaan seberapa berdampak korupsi terhadap objek tersebut,
khususnya sumber daya alam. Tentu dalam hal ini berlaku sebab-akibat,
sumber daya alam jika dieksploitasi dengan pandangan hanya mencari
keuntungan oleh para calon koruptor, maka sumber daya alam akan habis dan
rusak.
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Salah satunya batu bara, yang menjadi sumber utama penggerak
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari hal tersebut, kita bertanya,
bagaimana batu bara dan PLTU dijadikan objek korupsi oleh para koruptor?
Bagaimana pola korupsinya? Dan siapa aktor-aktornya?

Untuk menjelaskannya, Penulis ingin memberikan dengan pendekatan
pada kasus korupsi PLTU Riau-1 dan studi pustaka dari buku Batu Bara dan
Ancaman Korupsi (2018) yang ditulis oleh Peneliti ICW tahun 2018.

1. Pola Korupsi PLTU Riau

Mekanisme kerjasama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan
Pembangkit Listrik Swasta atau Independent Power Producer (IIP) menybabkan
rawan kecurangan antara Pemerintah dan Swasta. Bentuk kerjasamanya
dengan melaksanakan kerjasama jual beli listrik dalam skema kontrak Power
Purchase Agreement (PPA).

Bentuk skema kontrak PPA, PLN berkewajiban membeli daya beli listrik
dari pembangkit listrik swasta atau IIP. Isi kontrak berlaku rata-rata hingga 30
tahun bagi semua jenis sumber listrik. Dan menggunakan model take or pay, di
mana PLN wajib membayar dan menyerap 80% kapasitas IIP, jika tidak PLN
dikenai denda (Alfian dan Gina, 2018).

Hal tersebut menjadi kenyataan pada kasus PLTU Riau-1. Celah tersebut
dimanfaatkan antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), PLN (pemerintah), dan
Swasta pada saat proyek PLTU Riau-1 dimulai.

Pihak Swasta sebagai subjek memberikan suap uang kepada DPR, untuk
dipertemukan dengan PLN. Aktor-aktornya antara lain Eni Maulani, sebagai
Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Idrus Marham sebagai DPR dan Sekjen Partai
Golkar, Johannes B. Kotjo sebagai swasta, dan dari PT PLN (Tempo, 2019).

Aktor-aktor tersebut benar-benar menggambarkan skema korupsi politik
(dalam bahasa lain lingkaran setan korupsi). Korupsi Politik dijalankan secara
terencena dari aktor-aktornya, mulai swasta sebagai pemicu, aktor sentral
merupakan DPR, dan aktor pelaksana ialah PLN.

Korupsi Politik sendiri menurut Altidjo Alkostar merupakan spesies dari
genus korupsi umum dan korupsi politik top hat crime adalah korupsi yang
dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi (Altidjo,
2015).

2. Ancaman Korupsi Batu Bara

Selain mekanisme kerja swasta dan pemerintah di sektor pembangkit
listrik. Ancaman juga datang dari pengelolaan tambang batu bara. Dari hulu
hingga hilir, dari perizinan hingga penjualan. lzin yang diberikan dibuktikan
tidak efektif dalam hal penegakan hukum untuk sektor pertambangan.
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Perusahaan tambang yang membiarkan lombang bekas tambang adalah
buktinya.

Tetapi dalam tulisan ini tidak akan menyorot perizinan terlalu dalam.
Tulisan ini akan membedah berdasarkan buku Batu Bara dan Ancaman Korupsi
(2018). Pola yang menjadi ancaman, terjadi di antaranya kegiatan ekspor yang
tidak jelas dan permasalahan pajak.

Dimulai dari adanya perbedaan data perdagangan batu bara dari
Kementerian ESDM dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu dikomparasikan
dengan data pembelian oleh negara pengimpor batu bara. Terdapat
ketidaksamaan, dan menunjukan data pembelian negara pengimpor rendah
dibanding data dari negara Indonesia, hal tersebut membuat kerugian negara
sektor ekspor pertambangan (Egi, 2018).

Kemudian transaksi ekspor dari perusahaan tambang batu bara yang tidak
dilaporkan secara utuh. Hal tersebut disinyalir sebagai cara untuk menghindari
pajak yang tinggi. Dan berakibat pada kerugian negara serta rusaknya sumber
daya alam yang terus dieksploitasi (Egi, 2018).

Kedua pola tersebut, ketidaksamaan data penjualan dan penghindaran
pajak, jelas merugikan negara pengeskpor dan yang diuntungkan adalah
perusahaan-perusahaan tersebut. Jika kondisi tersebut tidak terjadi, logikanya
data penjualan ekspor batu bara sama dengan apa yang terjadi sehingga pajak
yang dibayarkan juga sesuai dengan apa yang diekspor.

Hal tersebut membuat pertambangan batu bara, mulai dari izin hingga
penjualan, hingga pengolahan menjadi listrik, benar-benar dijadikan objek dari
tangan-tangan (perusahaan dan pemerintah) yang salah. Jika pengelolaan baik,
dan ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan teknologi baik
energi terbarukan, tidak mengapa. Tetapi oligarki penguasa tambang yang
muncul, baik dari sektor swasta dan negara.

C. RELASI KUASA AKTOR DALAM PROBLEMATIKA PEMBANGKIT

LISTRIK TENAGA UAP DAN BATU BARA

Tahun ke tahun, bencana ekologi terus meningkat, disebabkan penurunan
kualitas sumber daya alam di Indonesia (Adi, 2020). Hal tersebut berdampak
pada masa depan kehidupan mahluk hidup di bumi. Kerusakan demi kerusakan
terjadi, hal tersebut tidak terjadi begitu saja, terdapat sebab kenapa
permasalahan terus terjadi, eksploitasi atas dasar antroprosentris dalam
bahasa filsafat (memandang kebutuhan manusia).
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Salah satu di antara banyaknya problematika, dicatat oleh WALHI dalam
Black Book (2018). Buku tersebut mencatat praktik-praktik kotor aktor industri
sawit, bukan hanya masyarakat yang terdampak namun juga alam khususnya
hutan dan flora fauna seisinya.

Selain permasalahan sawit, terdapat juga Batu Bara dan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU), tidak kalah menariknya. Aktor-aktor yang terlibat di
antaranya Pemerintah (Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah), Legislatif
(DPR), Swasta (Perusahaan Asing dan Lokal), Organisasi Lingkungan atau LSM
(Skala Internasional, Nasional, dan Lokal) dan Masyarakat Setempat (Egi, 2018,
Eva, 2018).

Dari aktor-aktor tersebut, menarik untuk dianalisis relasi kuasa dan
perannya dalam problematika lingkungan hidup. Analisis aktor tersebut
menggunakan metode Bryant dan Bailey dalam bukunya Third World Political
Ecology (1997).

Menurutnya relasi kuasa dapat terjadi dalam bentuk konflik, kerjasama,
dan perlawanan dalam memperoleh manfaat sumber daya alam. Selain hal
tersebut, ditambah faktor modal dan peran aktor tersebut. Sehingga terlihat
aktor yang memiliki kekuasaan lebih dapat mempengaruhi aktor lain dalam
mengontrol, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam (Eva, 2018).
1. Aktor Relasi Kuasa
a. Aktor Pemerintah

Pemerintah yang memiliki segala sumber daya, baik modal material
maupun legitimasi masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk membuat
kebijakan. Pemerintah menjadi sosok sentral dalam hal ini. Dilapisi oleh DPR
yang secara normatif mengawasi pemerintah, tapi pada kenyataannya bisa
dilihat sendiri.

Sosok sentral di sini artinya dia menghubungkan antara legisaltif, swasta,
LSM, serta masyarakat. Tujuan akhirnya secara normatif adalah
menyejahterakan masyarakat. Tetapi tidak dengan kenyataan, realitas yang
ada, Pemerintah sebagai pembuat izin, seringkali disuap oleh Swasta.
Bagaimana terkait dengan sumber daya alam? Selalu ada pemerintah dalam
hal kerusakan alam. Lubang tambang hingga izin Amdal PLTU yang tidak tepat
adalah realitas kondisi kinerja pemerintah.

b. Aktor Swasta

Swasta atau perusahaan, merupakan entitas yang wajar keterlibatannya
dalam ekonomi berbasis pasar. Swasta menjalankan proyek-proyek yang
diagendakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Lingkupnya dari
skala kecil dikenal UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah), hingga internasional
dikenal Multi Nasional Company. Dalam menjalankan proyek-proyek untuk
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mencari untung tersebut, terkadang permasalah terjadi. Swasta menjadi tokoh
sentral, karena memiliki modal material, dibanding (pegawai) pemerintah,
serta DPR yang menjadi lupa untuk mengkontrol pemerintah. PLTU Riau-1
contohnya (Tempo, 2019). Di mana Sumber Daya Alam menjadi objek korupsi,
yang dimulai dan tokoh sentralnya merupakan swasta.

c. Aktor LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat menjadi
unsur penting dalam penyambung aspirasi masyarakat untuk mengadvokasi
dalam problematika lingkungan. Walaupun jenisnya banyak, dari yang
pragmatis hingga kritis. Tetapi setidaknya, jika masyarakat berkumpul menjadi
satu, meningkatkan bergaining posisition (daya tawar) di mata pemerintah.

Selain itu, LSM juga melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat,
dalam menjalankan program LSM sesuai dengan tujuan atau visinya. Selain
melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, LSM juga melakukan riset
terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Berikut LSM yang fokus
dipermasalahan lingkungan dari skala internasional hingga lokal, seperti
Greenpeace, WALHI, JATAMNAS, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI).

d. Aktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor kunci, secara normatif dialah pemegang
kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, tetapi pada kenyataannya oligarki lah
yang menentukan (Geger, 2020). Alih-alih bicara pemerintah, swasta, LSM, dan
teman-temanya, masyarakat lah yang berhadapan dan merasakan langsung
dengan kerusakan lingkungan.

Korban meninggal di bekas lubang tambang, asap kotor di sekitaran
lingkungan PLTU, nelayan melaut jauh karena PLTU, dan masih banyak lagi.
Sementara, kuasa masyarakat tidak ada, dari legitimasi (secara realitas), dan
modal material (jika dibandingkan pemerintah dan swasta). Ketimpangan ini
menyebabkan pembangunan yang tidak adil, sejak dalam perencanaan hingga
hasil pembangunan.

2. Sebuah Metode Memetakan Relasi Kuasa Aktor

Dari Bryant dan Bailey menuju pendekatan kasus, dan analisis relasi kuasa
aktor-aktor dari Pemerintah (Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Desa),
Legislatif (DPR), Swasta (Perusahaan Nasional, Multi Nasional Company), LSM
(Internasional, Nasional, Lokal), dan Masyarakat. Hal tersebut bisa dijadikan
metode atau pendekatan untuk penelitian terkait kerusakan lingkungan.
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Setidaknya pendekatan aktor atas relasi kuasa untuk mengidentifikasi
ketimpangan yang terjadi, nantinya jatuh pada kesimpulan teori kekuasaan,
jika menurut Marx penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi kekuasaan,
Weber atas kuasa kharisma, Focault atas relasi kekuasaan yang beragam dan
tersebar, mempunyai ruang lingkup strategis, (Umar, 2017) atau pendekatan
kekuasaan lainnya.

D. PENUTUP

Bersumber dari pembahasan mengenai batu bara dan PLTU dapat
dijadikan topik pembahasan terkait oligarki, korupsi, dan relasi kuasa. Oligarki
sebagai entitas kumpulan manusia yang mempunyai material dan kepemilikan
berlebih menunjukan eksistensinya dengan data jurang tajam kemiskinan
antara oligarki dan masyarakat banyak di Indonesia, dan menunjukan
keberadaannya dengan kepemilikan perusahaan batu bara dan PLTU dengan
cara bekerja secara politis dengan pembuatan kebijakan dan legislatif.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya korupsi sejak perencanaan,
hingga pada tahap penjualan hasil pertambangan batu bara, dan listrik. Korupsi
yang terstruktur dan melibatkan aktor-aktor dari swasta (perusahaan),
pemerintah (kementerian, PLN), legislatif (DPR), hingga Partai Politik. Aktivitas
tersebut dinamakan dengan korupsi politik, yang melibatkan aktor-aktor besar,
disebut juga lingkaran setan korupsi.

Mengidentifikasinya keduanya antara oligarki dan korupsi memerlukan
relasi kuasa aktor yang terjadi dalam kasus kerusakan alam, sehingga nantinya
dapat di petakan aktor-aktor yang terlibat serta perannya dalam kerusakan
alam tersebut. Dan mengetahui faktor apa yang menggerakan aktor-aktor
tersebut terlibat di dalam eksploitasi alam yang menyebabkan kerusakan alam.
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PROBLEMATIKA LINGKARAN KORUPSI
POLITIK DANA DESA

(Ditulis dalam Kompetisi Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020, 29 Juli)

Desa merupakan lingkup terkecil yang terdiri dari kampung-kampung
dengan entitas keluarga-keluarga. Sedangkan pengertian Desa menurut Prof.
Widjaja dalam bukunya berjudul Otonomi Desa (2015), mengartikan desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Jika lingkup terkecil atau
lingkup asli ini menjadi fokus pembangunan utama, diperlukan paradigma
pembangunan dari lingkup terkecil menuju lingkup besar.

Pembangunan dari lingkup terkecil diperlukan wewenang untuk
melakukan pembangunan, hal tersebut biasa disebut dengan desentralisasi
melalui otonomi. Gagasan terkait desentralisasi menjadi pembahasan dari
awal pembentukan negeri, hingga reformasi. Dari hal tersebut diperlukan
otonomi dari lingkup terkecil yaitu desa untuk melakukan pengelolaan dan
pembangunan melalui kebutuhan masing-masing lingkup terkecil. Tanpa
modal atau sumber daya awal, baik itu wewenang hukum, ekonomi, manusia,
pendidikan, dan sebagainya untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan,
tidak mungkin terwujud.

Wujud dari otonomi lingkup terkecil desa, yaitu pemberian Dana Desa
beserta kewenangannya yang diatur Undang-Undang 6 Tahun 2014. Secara
normatif dalam Pasal 72 Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dana Desa merupakan
salah satu dari pendapatan keuangan desa berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Tujuan dibentuknya Dana Desa merupakan bentuk pembangunan dari
skala paling bawah dan memberdayakan masyarakat desa, sebagai antitesis
daripada pembangunan yang berpusat di kota dan mengandalkan konsep
korporasi individualistik sebagai aktor pembangunan. Sehingga tujuannyaialah
desa dapat produktif untuk pembangunan bangsa dengan usaha-usaha yang
disesuaikan kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa tersebut
sejahtera.

Dari tujuan Dana Desa yang bagus tergambar keseriusan melalui alokasi
Dana Desa yang dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2020,
mengalami peningkatan. Di tahun 2015, melalui APBN mengucurkan anggaran
Rp. 20.766.2 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp. 280.3 juta
untuk 74.754 desa se-Indonesia. Di tahun 2016 mengucurkan Rp. 46.98 Triliun,
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tahun 2017 mengucurkan Rp. 60 Triliun, tahun 2018 mengucurkan Rp. 60
Triliun, tahun 2019 mengucurkan 70 Triliun, dan di tahun 2020 mengucurkan
72 Triliun (Adi, 2020 & Kompas).

Seiring dengan peningkatan Dana Desa dari tahun ke tahun, permasalahan
juga mengikuti nya, dan mengalami peningkatan juga. Masalah tersebut ialah
korupsi dana desa, yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil
pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019,
mengalami peningkatan. Ditahun 2015 terdapat 22 kasus, Tahun 2016
terdapat 48 kasus, Tahun 2017 terdapat 98 kasus, Tahun 2018 terdapat 96
kasus, tahun 2019 terdapat 46 kasus. Sehingga total 298 kasus, dan kerugian
totalnya mencapai 200 miliar (Adi, 2020, CNN & Kompas).

Kasus-kasus tersebut dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Istri
Kepala Desa. Sebanyak 274 kepala desa tercatat sebagai pelaku korupsi, di
tahun 2015 terdapat 14 kasus, ditahun 2016 terdapat 61 kasus, ditahun 2017
terdapat 72 kasus, ditahun 2018 terdapat 88, ditahun 2019 terdapat 39 kasus.
Kepala Desa juga menjadi urutan ketiga terbanyak, selain ASN urutan pertama,
Sektor Swasta urutan kedua, dan DPRD urutan keempat, dari 1.053 perkara
tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa (Adi, 2020 & Almas, 2020).

Dari data-data tersebut, kita harus berpikir dan bertanya bagaimana
mengatasinya? Jauh melampaui itu, kita harus membedah pola dan modus
yang terdapat dalam korupsi dana desa tersebut. Pola dan modus
menggambarkan sistem atau lingkaran yang terdiri aktor-aktor dan peristiwa
yang terjadi dalam proses Dana Desa tersebut. Hal tersebut disebut dengan
lingkaran Korupsi Politik.

Dari proses bertanya dan berpikir tersebut, selanjutnya menganalisis
korupsi dana desa dengan pola dan modus menggunakan Lingkaran korupsi
Politik yang terdiri dari aktor-aktor dan peristiwa yang terjadi dalam proses
Dana Desa.

Setelah dianalisis menggunakan Lingkaran Korupsi Politik dari aktor dan
peristiwa, lalu pertanyaan selanjutnya ialah bagaiamana memutus korupsi
dana desa? Bagaimana memutus lingkaran korupsi politik dana desa dengan
aktor-aktor dan peristiwanya? Hal tersebut menjadikan sub-topik pembahasan
dalam artikel ini, yang pertama, Problematika Korupsi Politik Dana Desa dan
kedua, Memutus Problematika Korupsi Politik Dana Desa.

A. PROBLEMATIKA KORUPSI POLITIK DANA DESA

Memahami Korupsi Politik, memerlukan beberapa pendekatan teori-teori
dan konsep-konsep, yang bersumber dari beberapa literatur, baik itu buku atau
jurnal. Korupsi Politik berasal dari dua jenis kata, korupsi dan politik. Di
dalamnya terdapat proses atau sistem yang menjadikan penggabungan kata
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Korupsi Politik, dalam proses tersebut terdapat aktor sebagai pelaku yang
terdapat keterkaitannya dengan unsur politik dan peristiwa sebagai wadah
pelaku melakukan kegiatan korupsi. Penulis menggambarkan sederhana
dengan lingkaran (proses) tersebut, yang tersebut dinamakan Lingkaran
Korupsi Politik.

Sedangkan menurut Mark Philp (Mada, 2018) menjelaskan terkait Korupsi
Politik, setidaknya terdapat tiga element kunci dalam Korupsi Politik. Pertama,
konsep jabatan publik dengan kewenangan yang dimiliki, artinya jabatan publik
menyediakan kemungkinan bagi terjadinya konflik kepentingan antara
kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok dari orang yang
menempati jabatan publik. Kedua, pandangan bahwa korupsi melibatkan
upaya distorsi atau perusakan terhadap pelaksanaan jabatan publik karena
jabatan publik digunakan untuk optimalisasi kepentingan pribadi atau
kelompok. Ketiga, ide bahwa tiga aktor biasanya terlibat dalam aktivitas
korupsi, yaitu pejabat publik, publik sebagai penerima manfaat yang ideal, dan
penerima manfaat yang senyata-nyatanya.

Dari ketiga element tersebut, Mark Philp (Mada, 2018) mengajukan suatu
definisi terkait Korupsi Politik, ialah korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat
melanggar aturan dan norma-norma jabatan sehingga merugikan kepentingan
publik yang sebenernya merupakan penerima manfaat atau jabatan yang ada
dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak ketiga yang
memberi penghargaan atau sebaliknya memberi insentif untuk mendapat
akses ke barang atau jasa yang sebenernya tidak akan mereka peroleh.

Ada pun beberapa jenis dari korupsi politik, seperti patronase, klientisme,
pembelian suara, kebijakan gentong babi, suap, konflik kepentingan,
pendanaan kampanye, dan penjualaan pengaruh. Sedangkan aktor-aktor yang
terlibat di antaranya, ialah aparatur negara, politisi, dan swasta. Lembaga-
lembaga atau institusi yang terlibat di antaranya lembaga pemerintahan,
organisasi politik atau partai politik, dan swasta. Peristiwa-peristiwa yang
terjadi Korupsi Politik ialah pemilihan umum, pengadaan barang dan jasa,
perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, dan
pertanggungjawaban.

Di antara banyak definisi, teori dan konsep terkait Korupsi Politik oleh para
sarjana yang diakumulasi oleh Mada Sukmajati melalui jurnal Prisma LP3ES
berjudul Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia (2018). Sedangkan
dalam buku Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni
Oligarki (2016), membedah terkait korupsi, termasuk di dalamnya korupsi
politk. Dalam buku ini menurut Inge Amundsen (1999) menjelaskan bahwa
korupsi politik melibatkan pembuat keputusan politik. Korupsi politik terjadi
lahir dan tumbuh dalam sistem politik. Hal ini terjadi ketika para politisi sebagai
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agen negara, yang berhak untuk membuat dan meneggakkan hukum atas
nama rakyat, melakukan perbuatan korup.

Lanjutnya, korupsi politik ialah ketika pembuatan keputusan politik
menggunakan  kekuatan politik dengan senjata mereka, untuk
mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Jika digambarkan
dalam skema lingkaran, Korupsi Politik umumnya seperti ini,

Partai Politik — Korporasi/Kroni Bisnis

Izin,
Politisi/kandidat |—® Birokrasi | —* | Konsensi

Sumber: Sekolah Anti Korupsi Tahun 2018

Dari penjelasan terkait konsep dan teori mengenai Korupsi Politik, lalu
bagaimana hal tersebut dihubungankan dengan Korupsi Dana Desa? Dari segi
pemetaaan aktor dan peristiwa yang terjadi dalam proses korupsi dana desa,
apakah sesuai dengan konsep dan teori Korupsi Politik?

Melihat Korupsi Dana Desa, menurut Almas Sjafrina dari Indonesia
Corruption Watch, modus yang dilakukan untuk melakukan korupsi dana
terdapat enam yaitu penggelapan, mark-up, penyalahgunaan wewenang,
penyelahgunaan dana, kegiatan atau laporan fiktif, dan pemotongan.

Selain hal tersebut, menurut Almas terdapat lima titik rawan dalam Dana
Desa, ialah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan
dan penyaluran bantuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kedua hal
yaitu modus dan titik rawan Dana Desa menjadi titik berangkat akar
problematika korupsi dana desa.

Sedangkan kegiatan atau peristiwa yang dijadikan untuk melakukan
Korupsi Dana Desa, ialah dilakukan untuk pemilihan kepala desa, yang juga
menuntut biaya kampanye dan kepentingan lainnya. Selain itu, terdapat
intevensi dari pihak di atas kepala desa yaitu Camat dan lainnya. Serta peran
pengawasan baik itu dari masyarakat khususnya Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

Dari problematika korupsi dana desa lalu dihubungkan dengan konsep dan
teori Korupsi Politik, korupsi dana desa hanya tidak melibatkan partai politik
secara langsung dan korporasi diganti menjadi kepentingan individu atau klien
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aktor, yang berlangsung di birokrasi, selebihnya sama seperti konsep dan teori
Korupsi.
Jika digambarkan secara sistem atau lingkaran Korupsi dana desa seperti

ini:
Camat
L \

e —

Kepala Desa \ Modus Korupsi

Aparatur Desa . Peristiwa dan Kegiatan

Sumber: Analisis Penulis

Pola tersebut menjadikan proses terjadinya korupsi Dana Desa. Jika
melihat studi kasus, dalam catatan Indonesia Corruption Watch, yaitu kasus
proyek jambanisasi untuk proyek perbaikan sanitasi Desa Bayan, Lombok Utara.

Modus dan peristiwanya ialah menggunakan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2014 tidak sesuai. Di
mana pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan fiktif dan mark-up karena
tidak pernah dilaksanakan, namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah
selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya.

B. MEMUTUS PROBLEMATIKA KORUPSI POLITIK DANA DESA

Dari problematika korupsi dana desa yang telah dideskripsikan
dipenjelasan sebelumnya, diperlukan cara atau langkah untuk
menghentikannya atau setidaknya mengurangi baik secara kuantitas kasus
korupsi, mengurangi dana yang dikorupsi serta mengurangi dampak negatif
untuk pembangunan serta mengoptimalkannya untuk pemberdayaan
masyarakat desa melalui sarana prasarana, usaha, dan sebagainya.
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KORUPSI POLITIK
AKTOR PERISTIWA
KEPALA DESA PILKADES
APARATUR PENGADAAN
DESA
PERENCANAAN
CAMAT
PENGAWASAN
PIHAK-PIHAK
LAIN PERTANGGUNG
JAWABAN

Sumber: Analisis Penulis

Jika digambarkan melalui sistem atau pola keterhubungan antara aktor
dan peristiwa. Secara aktor kita perlu memetakan siapa-siapa saja yang terlibat,
merujuk kepada data Indonesia Corruption Watch, dalam hal korupsi Dana
Desa, yang terlibat di antaranya kepala desa, aparatur desa, camat, dan istri
desa.

Hal tersebut bisa diputus dengan melakukan pengawasan oleh individu,
lembaga, atau masyarakat desa dengan beberapa instrument yang dapat
memantau kekayaan dari kepala desa selama dia bekerja, serta sistem
pengawasan dari struktural dari atas hingga bawah, dan sistem pengaduan
terbuka.

Selain aktor, terdapat juga peristiwa yang perlu dipetakan, paling riskan
ialah pemilihan umum kepala desa, pengadaan barang dan jasa, perencenaan
dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dari hal tersebut, diperlukan sistem dan kepenguatan lembaga, sumber
daya manusia, sistem yang berintegritas. Diperlukan ketiganya dalam
mencegah terjadi Korupsi Dana Desa dalam berbagai peristiwa. Hal tersebut
diperlukan pembahasan lanjutan terkait konsep pemilihan kepala desa,
Pengadaaan Barang dan Jasa, Pengawasan, dan pertanggungjawaban yang
berintegritas.
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PENCEGAHAN PERISTIWA

,/ ] .

SUMBER DAYA MANUSIA ‘ SISTEM YANG BERINTEGRITAS

PENGUATAN LEMBAGA

Sumber: Analisis Penulis

Jika merujuk kepada jurnal yang Penulis tulis berjudul Problematika
Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
menyimpulkan penyebab daripada Korupsi Dana Desa faktor terbesarnya ialah
kualitas sumber daya manusia didukung tidak adanya transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat.

Dalam hal sumber daya manusia dalam mengelola lembaga sehingga
laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat terlaksana dengan baik,
selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan program-program yang bersumber dari dana desa ,serta
mengawasi lembaga, dan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Hal tersebut dibuktikan dalam Jurnal yang berjudul Analisis Problematika
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak | dan
Desa Blang Kolak Il, Kabupaten Aceh), di mana hasil penelitian lapangnya
mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak | dan Desa
Blangkolak Il di Aceh Tengah, hasilnya ialah terdapat juga faktor-faktor yang
menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini.
Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi
masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor
tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang
Kolak | dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang
Kolak II.

Sedangkan dalam membangun sistem yang berintegritas, menurut
Indonesia Corruption Watch, pengelolaan Desa, terkhusus dana desa
diperlukan dan dikekola secara transparan atau keterbukaan informasi. Di
mana adanya peraturan desa terkait keterbukaan informasi atau layanan
informasi publik. Selain itu, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di setiap Desa, serta adanya kanal pengumuman informasi publik,
baik offline maupun online.

Sedangkan penguatan lembaga, diperlukan adanya demokratisasi lembaga
serta menjalankan prinsip good governance atau prinsip asas umum
pemerintahan yang baik. Hal tersebut terwujud dalam melakukan reformasi
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dalam sistem birokrasi aparatur desa, dengan melihat prinsip-prinsip yang
bermasalah pada saat terjadi korupsi dana desa, semisal pada bagian
pengadaan barang dan jasa.

C. PENUTUP

Problematika korupsi dana desa meningkat dari tahun awal dikeluarkan
hingga saat ini. Menjadikan probelematika ini menjadi fokus tersendiri bagi
para akademisi, praktisi, dan steakholder lainnya, karena berkaitan dengan
keberlangsungan dana desa yang tujuannya memang ideal mengadakan
pembangunan dan pemberdayaan mulai dari lingkup terkecil yaitu desa
sebagai antitesis dari pembangunan terpusat di kota dan pembangunan
paradigma korporatisme individualistik.

Penulis lalu mencoba memberikan satu analisis dengan menggunakan
pendekatan teori dan konsep terkait Korupsi Politik. Di mana terdapat
beberapa aktor dan peristiwa yang menjadikan suatu sistem yang dinamakan
Lingkarang Korupsi Politik. Di mana aktor-aktor yang terlibat di antaranya
dalam korupsi dana desa ini merupakan kepala desa, aparatur desa, camat, dan
beberapa pihak yang terlibat secara tidak langsung. Sedangkan beberapa
peristiwa yang berakibat pada korupsi dana desa di antaranya ialah, pemilihan
umum kepala desa, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan serta
pelaksanaan program desa. Kedua hal tersebut saling terhubung dalam
terjadinya proses korupsi dana desa.

Dari hal tersebut, Penulis mengajukan gagasan terkait pemutusan
lingkrangan korupsi dana desa, dengan berdasarkan kepada aktor dan
peristiwa. Di mana aktor tersebut diberikan pengawasan, didukung dari
instrumen pengawasan seperti aturan, serta pengawasan dari bawah hingga
atas dalam struktural, dan sistem pengaduan masyarakat. Dalam hal peristiwa
terjadi proses korupsi pada dana desa, Penulis menggagas terkait penguatan
kepada tiga hal untuk mencegah korupsi dana desa: Pertama ialah, penguatan
lembaga; Kedua, terkait sumber daya manusia; dan Ketiga terkait sistem yang
berintegritas.
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PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
DAN PARTISIPATIF

(Ditulis dalam Tugas Ahkir Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Desa,
Hukum Tata Negara FHUB, 2019, Diterbitkan dalam Jurnal Widya Yuridika,
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020)

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal
1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konsekuensi daripada negara hukum, segala bentuk aktivitas di negara
Indonesia diperlukan hukum yang mengatur masyarakat dan negara.
Perkembangan masyarakat dan negara salah satunya di era pasca reformasi,
negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. ! Sistem tersebut
berdampak kepada pemenrintahan daerah untuk mengembangkan daerah-
daerahnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya dibantu
dengan struktural di bawah pemerintah daerah, yaitu terdapat kecamatan dan
kelurahan atau desa. Berbicara mengenai desa? yang merupakan unsur dari
lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala
bidang di negara Indonesia. Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam
bukunya yang berjudul Otonomi Desa (2005) menyatakan bahwa, Desa
merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran
dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

! Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia.

2 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
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Oleh karena pentingnya desa sebagai unsur penting dalam pembangunan
di Indonesia, dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yang secara filososif termaktub dalam konsideran menyatakan dalam
perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,
maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan filosofis mengenai desa di Indonesia, desa
diberikan adanya kewenangan lokal untuk mengatur rumah tangganya
(Ellectrananda, 2018). Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang
sangat signifikan dibandingkan dengan undang- undang sebelumnya, di mana
desa hanya sebagai “suatu sub sistem” pemerintahan tanpa kewenangan
pengelolaan keuangan secara mandiri (Ellectrananda, 2018). Perubahan
tersebut merupakan amanat daripada reformasi yaitu desentralisasi hingga ke
daerah-daerah termasuk desa. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat
dalam undang-undang tersebut adalah: mewujudkan keadilan antara
kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan
pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai
dengan aspirasi masing-masing desa.

Wujud daripada pengelolaan desa adalah dengan memberikan
pengalokasian dana yang bertujuan untuk membangun desa, lebih dikenal
dengan Dana Desa. Kebijakan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 72
butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan alokasi
dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota. Dana Desa sendiri merupakan salah satu dari pendapatan
keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengalokasian
dana Desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun
anggaran 2015 dengan anggaran Rp. 20,766,2 Triliun sehingga rata-rata per-
desa memperoleh Rp. 280,3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia (Kompas,
2019).

Alokasi Dana Desa telah berjalan selama 5 tahun, dengan besar rinciannya
adalah Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun
(2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019), dengan total kurang lebih
257 triliun (Kompas, 2019). Dan beberapa manfaat desa diklaim oleh
pemerintah melalui buku manfaat desa yaitu telah memberikan kontribusi
dalam membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan bahkan lingkungan.
Selain itu, di bidang sumber daya manusia (SDM), yaitu pemberdayaan yang
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dapat memberikan peningkatan dan keterampilan yang ada di masyarakat dan
memberikan penguatan ekonomi mikro yang ada di desa yakni dengan
terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (CNN, 2019).

Perwujudan tujuan dana desa tidak tercapai dengan mudah, terdapat
problematika terhadap pengelolaan dana desa, yaitu korupsi dana desa.
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun
2015 hingga Semester |1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun (Kompas, 2018). Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus
korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp
40,6 miliar, Tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun
2017 dengan 96 kasus, tahun 2018 semester | dengan 27 kasus (Kompas, 2018).
Dengan pelakunya merupakan kepala desa dengan total 141 orang kepala desa
yang melakukan korupsi, 41 orang perangkat desa dan 2 orang yang berstatus
istri kepala desa. Dari urutan pelaku korupsi terbanyak, ICW mendata 1.053
perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa,
menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi (Detik News,
2019).

Oleh karena itu, dalam mewujudkan Dana Desa yang membangun disegala
bidang tanpa di korupsi oleh perangkat-perangkat desa, diperlukan
rekonstruksi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa baik
dari awal proses perencanaan hingga pencairan Dana Desa. Penulis atau
Peneliti akan menggunakan prinsip Transparansi ®>, Akuntabilitas *, dan

3 Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang dicapai (Tatag dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN)
dan Departemen Dalam Negeri, 2002)

4 Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan
kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada
keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana
pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam
prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan
secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan
haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk
berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan
(Sedarmayanti, 2019).
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Partisipatif® di mana prinsip tersebut diimplementasikan pada sistem yang
dibangun.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter, 2014). Bahan hukum
yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer®dan sekunder.” Bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Desa
dan Keuangan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan berita
mengenai Desa dan Keuangan Desa.

A. PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA

Problematika korupsi menjadi tugas utama Indonesia untuk
menyelesaikannya, mulai dari struktural hingga budaya masyarakat indonesia
yang masih terdapat perilaku koruptif sehingga permasalahan ini menjadi sulit
untuk diselesaikan. Termasuk di lingkungan Desa, dengan adanya Dana Desa,
menjadikan lahan atau bahan baru untuk melakukan korupsi setelah tahun
2015. Menurut Peneliti ICW, Wana Almansyah, keberadaan dana desa itu
disebut menjadi pemicu kenaikan tren korupsi (CNN, 2019). Menurut hasil
penelitian PATTIRO sekitar 6 % dana Desa dipergunakan tidak sesuai
peruntukkannya selama tahun 2015 jumlah tersebut masih akan terus
bertambah seiring pertambahan alokasi dana desa setiap tahunnya
(Ellectrananda, 2018). Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endy Jaweng mengatakan
korupsi anggaran bagi otonomi daerah, seperti dana desa, berpotensi terjadi
korupsi jika anggarannya ditambah.

5 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan
pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).

6 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim (Peter, 2014).

7 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal
hukum yang relevan dengan penelitian (Peter, 2014).
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Mengurai problematika korupsi, dimulai dari pejabat-pejabat yang
memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Menurut data, pejabat baik
di pemerintahan pusat ataupun daerah merupakan yang paling
bertanggungjawab atas banyaknya kasus korupsi. Menurut data ICW Peringkat
pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan
319 terdakwa atau 27,48% dan peringkat ketiga ditempati perangkat desa
dengan 158 terdakwa atau 13,61 %. Perangkat desa di sini terbagi menjadi tiga
yaitu kepala desa, bendahara desa, sekrertaris desa (Detik News, 2019).

Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya terdapat
pola-pola kejahatan korupsi yang dilakukan. Dalam kasus korupsi dana desa,
menurut Egi Primayogha, Peneliti ICW, pola yang dilakukan adalah permainan
anggaran pada proses perancanaan dana desa dan pencairan dana desa.
Permainan anggaran ini dilakukan diberbagai tingkat instansi yaitu tingkat
kecamatan dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDes) dan potensi pemotongan atau menaikkan anggaran tersebut
(Kompas, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dana desa terjadi menurut Egi
Primayogha, sebagai Peneliti ICW, disebabkan minimnya kompetensi aparat
pemerintahan desa, dan tidak adanya transparansi, dan pengawasan (Kompas,
2018). Didukung juga dengan penelitian lapangan mengenai pengelolaan
keuangan desa di Desa Blangkolak | dan Desa Blangkolak Il di Aceh Tengah,
hasilnya adalah terdapat adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung serta
penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut
antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan
pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi
penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak | dan menjadi
pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak Il (Fitrawan,
2017). Menurut pengamat kebijakan publik Sukabumi, Asep Deni menyatakan
bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa
dikelola dengan bebas (Fitrawan, 2017).

Diperlukannya sistem yang menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas,
partisipatif dalam proses keuangan desa, khususnya dibagian dana desa.
Proses tersebut mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban, terkahir adalah
pengawasan. Dalam hal ini Penulis atau Peneliti akan fokus membahas
mengenai pelaporan dan pertanggunjawaban berdasarkan ketiga prinsip yaitu
transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.
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PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA

4
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B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
YANG TRANSPARAN, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF
Keuangan desa termasuk di dalamnya terdapat dana desa, wajib

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan

dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pelaporan sendiri merupakan kegiatan vyang dilakukan untuk
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah
dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan
pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan (Sumarna,
2015). Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa menyusun laporan realisasi
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pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Wali
Kota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan vyaitu
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester
pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama
berupa laporan realisasi APBDes.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Fitrawan, 2017).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir
tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan di dalam
Forum Musyawarah Desa. Adapun laporan tersebut berupa laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, laporan
Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan format Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
berkenaan di dalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik
Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan
Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa (Fitrawan,
2017).

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain
papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan
realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Fitrawan,
2017).

Adapun laporan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
adalah sebagai berikut: (1) Laporan kepada Bupati/Wali Kota (melalui camat),
(2) Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa, (3) Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota
setiap akhir tahun anggaran dan (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan
keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
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Berdasarkan hasil penelitian Fitrawan Mondale yang objek penelitian
terhadap dua desa di Aceh, di mana pada tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban, terdapat perbedaan dari proses penyusunan pelaporan.
Pertama, adalah karena faktor Sumber Daya Manusia, perbedaannya terletak
pada manajemen organisasi desa; dan Kedua, adalah faktor pengawasan dan
keterlibatan dari masyarakat desa dalam mengakses laporan keuangan desa.

Dari hasil penelitian tersebut tentunya kedua faktor tersebut dibutuhkan
dalam mengoptimalkan pelaporan dan pertanggunjawaban keuangan desa.
Akan tetapi hal tersebut, tentunya tidak dimiliki semua desa, diperlukan
standar nilai dalam melakukan pelaporan dan pertanggunjawaban. Penulis
atau Peneliti menggabungkan problematika korupsi dana desa dan pelaporan
pertanggungjawaban. Problematika korupsi dana desa dengan tidak adanya
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Serta tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban merupakan tahap terkahir dari keuangan desa
diperlukan prinsip-prinsip tersebut.

PELAPORAN DAN
PERTANGGUNIAWABAN

4 4

SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN DAN
KETERLIBATAN MASYARAKAT

g 1

INTERAKTIF IMISIATIF
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Sumber: Analisis Penulis
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C. PENUTUP

Problematika korupsi dana desa merupakan penyebab adanya kebijakan
dana desa yang pengelolaan keuangan desanya disalahgunakan. Dikarenakan
peningkatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dan sekaligus juga menambah jumlah kasus korupsi dana
desa. Pelaku yang melakukan korupsi merupakan pemilik kewenangan seperti
kepala desa dan aparatur desa lainnya, dengan memainkan anggaran dari
proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Penyebabnya
bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa
tersebut didukung dengan tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif dari masyarakat.

Pelaporan dan pertanggunjawaban merupakan salah satu tahap
pengelolaan keuangan desa, yang salah satunya terdapat dana desa. Laporan
dan pertanggunjawaban tersebut secara normatif disampaikan kepada pejabat
di atasnya, dan disampaikan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini diperlukan
SDM dalam mengelola organisasi sehingga laporan keuangan tersebut dapat
terlaksana dengan baik, selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam
mengawasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
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BAGIAN KEEMPAT
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KORUPSI BERJAMAAH: TRADISI WALI KOTA
DAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

(Ditulis dalam Sekolah Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch tahun 2018, 22 Juni)

Bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik”. Bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
negara. Hal ini didasari bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan perlu adanya
suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daearah. Tujuan akhir dari adanya bentuk negara adalah sebagai landasan
dalam mewujudkan tujuan dari negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan
negara-negara di dunia dikenal dua bentuk negara yang sangat dominan
dipakai oleh sebuah negara, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara
federal.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2000), mengenai negara
kesatuan vyaitu disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih
menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat
Undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivatif.
Intinya negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara,
pemerintahan yang yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat.
Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau
wewenang dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan
hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari
daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten, dan kota menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, di
mana hal tersebut dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih khusus mengenai
pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang tersebut, otonomi
daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan
berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Pengertian dari ketiga asas tersebut yaitu: yang Pertama, desentralisasi
merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Yang Kedua yaitu Dekonsentrasi,
merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur
dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Dan yang Ketiga, terakhir yaitu Tugas Pembantuan, merupakan penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.

Unsur daripada penyelengaraan pemerintahan daerah yaitu adalah Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberi mandat
rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada
eaerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan
sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai
fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan
kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan
kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan eaerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh
Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak,
kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa
undang-undang namun cukup diatur dalam UndangUndang ini secara
keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

DPRD sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mulai dari
ketentuan mengenai DPRD Provinsi, yang melingkup tugas, fungsi, hak,
wewenang, dan lainnya yang berhubungan dengan DPRD.

Wewenang dan tugas DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota salah
satunya vaitu (1) membahas dan memberikan persetujuan rancangan
peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
atau daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali
Kota; (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
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dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota.

Di mana wewenang dan tugas tersebut berasal dari fungsi DPRD yaitu
adalah anggaran dan pengawasan. Mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), dalam pengertian nya yaitu rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Salah satu tugas daripada Kepala
Daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Dalam pelaksanaan nya berkaitan dengan keuangan, terdapat beberapa
kecurangan yang menyebabkan suap-menyuap dan korupsi dikalangan Wali
Kota dan DPRD. Beberapa daerah telah terdapat beberapa kasus suap dan
korupsi yang dilakukan Wali Kota dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan
atau berjamaah. Dominannya dilakukan ketika penyusunan APBD, seperti
beberapa kasus yang ditemukan.

Pertama, di Mojokerto, Tersangka MY selaku Wali Kota Mojokerto periode
2013 — 2018 diduga bersama-sama dengan WF selaku Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto diduga memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 (KPK, 2017).

Kedua, di Sumatera Utara, kasus yang menjerat mantan Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini juga telah menjerat 13 orang lainnya
yang telah divonis bersalah. Pada 29 Januari 2018, KPK telah memeriksa 46
anggota DPRD Sumatera Utara berkaitan dengan kasus suap pembahasan dan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera
Utara 2014 ini. Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sumut telah dilakukan
KPK sejak 2015 (Tempo, 2018).

Ketiga, Serta kasus yang ditemukan terakhir adalah bertepat di kota
pendidikan vyaitu kota malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Wali Kota Malang Mochammad Anton sebagai tersangka suap
terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran
2015 bersama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya (CNN, 2018).
Keempat, tercatat pada tahun 2016, menurut Kementerian Dalam Negeri
sebanyak 343 Bupati/Wali Kota dan 18 Gubernur terjerat kasus korupsi
(HukumOnline, 2016).
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A. KORUPSI BERIAMAAH DI KOTA MALANG

Menganalisis mengenai kasus di Malang yang merupakan kasus terbaru di
2018. Kasus ini bermula ketika KPK menjerat Ketua DPRD Malang 2014-2019
M Arief Wicaksono dan Kadis PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. KPK
menyebut Anton memberikan suap 700 juta rupiah ke Arief melalui Jarot.
Setelah itu, Arief disebut membagikan 600 juta rupiah ke para anggota DPRD
Malang yang berjumlah 18 anggota DPRD Kota Malang (Detik, 2018).

Anggota DPRD tersebut yaitu HM Zainudin, Wiwik Hendri Astuti, Suprapto,
Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang
Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery
Subianto, Ya’qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, serta Abdul
Rachman. Kasus pembahasan dan pengesahan APBD-Pemkot Malang tahun
anggaran 2015 disebabkan pelaksanaan tugas di fungsi legislatif untuk
mengamankan kepentingan eksekutif justru membuka peluang adanya
persekongkolan oleh para pihak untuk mengambil manfaat untuk kepentingan
pribadi atau kelompoknya.

Dalam hukumannya Wali Kota Malang tersebut dijerat melanggar Pasal 5
ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau
huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. PENANGANAN KORUPSI DAN PERAN MAHASISWA

Penanganannya menurut Penulis adalah terdapat dua yaitu preventif dan
represif serta hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa. Preventif, yaitu
yang pertama (1) mencegah adanya Wali Kota yang bermain dengan anggota
DPRD dengan melihat latar belakangnya, yaitu apakah dia seorang pengusaha
atau lainnya, dalam hal ini Wali Kota Malang adalah seorang pengusaha, yang
kemungkinan besar terdapat adanya kecendurungan untuk mendahului dia
sendiri, hal ini perlu masyarakat waspadai. (2) pencegahan juga dilakukan
dengan menggunakan instrumen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti
Malang Corruption Watch (MCW) untuk memantau terus bakal Wali Kota
Malang. (3) perlunya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan untuk ikut
dalam kebijakan publik dalam mengawal kinerja dari Wali Kota dan DPRD
khususnya mengenai APBD, dikarenakan hal yang berkaitan dengan keuangan
akan menjadi berisiko jika tidak dilakukan pengawasan oleh masyarakat.
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Dalam melakukan penyelesaiian represif yang dilakukan adalah (1)
melakukan penegakan hukum melalui instrumen lembaga yang ada seperti KPK,
Kejaksaan, dan Kepolisian. Dan proses daripada penegakan hukum benar-
benar diawasi jika terdapat beberapa kecurangan. (2) Melibatkan sistem
peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
yang adil dan progresif untuk mencegah terjadinya korupsi dilingkungan Wali
Kota dan DPRD khususnya di Kota Malang.

Cara yang dapat dilakukan sebagai Mahasiswa yang identik dengan
perguruan tinggi yang mempunyai peran sesuai dengan tujuan dan visi
perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan
Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat. (1)
Pendidikan dan Pengajaran, yaitu dengan melakukan Pendidikan Anti Korupsi
kepada masyarakat di sekitar, yaitu Masyarakat pada umumnya dan
lingkungan organisasi. Melakukan penyuluhan baik teori dasar, implementasi
dan dampak dari korupsi dan cara pemberantasannya. (2) Penelitian dan
Pengembangan, vyaitu dengan kontribusi mengenai penelitian dengan
mengangkat topik mengenai korupsi dan penyelsaiannya baik ditataran hukum,
politik, dan lintas disiplin ilmu lainnya, dan pengemb angan penanganan
mengenai Pemberantasan korupsi sesuai dengan objek penelitian tersebut. (3)
Pengabdian Masyarakat, yaitu dengan cara melakukan advokasi kasus korupsi
di masyarakat, contoh pungutan liar atau pungutan lainnya di lingkungan
sekitar dan melakukan pencegahan seperti melihat proses terkait dengan
kebijakan umum. Dan selanjutnya adalah dengan tidak menambah kasus
korupsi yaitu tidak melakukan korupsi yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu
cara efektif untuk mengatasi korupsi.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
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PILKADA DAN DESENTRALISASI KORUPSI

(Ditulis dalam Penelitian Pilkada 2020 bersama Indonesia Corruption Watch dan
diterbitkan Harian Bhirawa, 14 Desember 2020)

Akhir tahun 2020, selain ramai-ramai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2020 yang sudah selesai, terdapat beberapa hal yang ramai secara bersamaan,
yaitu terkuaknya kasus-kasus korupsi. Di antaranya Kasus Korupsi Benur dan
Bansos Covid-19, keduanya dari kementrian pemerintahan pusat, serta korupsi
wali Kota Cimahi. Ternyata terdapat keterhubungan di antara Pilkada dan
korupsi yang ter-desentralisasi di daerah-daerah.

Satu di antaranya yaitu, calon kepala yang maju kembali pada Pilkada 2020,
terdapat mantan narapidana Kasus Korupsi, di antaranya Yusak Yaluwo maju
kembali pada Pilkada di Bouven Digoel (BBC, 2020). Dia satu di antara banyak
Wali Kota atau Bupati yang kedapatan kasus korupsi. Sejak 2004 hingga 2019,
tercatat kepala daerah (Gubernur dan Wali Kota/Bupati) yang terjerat kasus
korupsi sebanyak 124 orang (Katadata, 2019).

Pola-pola yang dilakukan oleh Gubernur serta Wali Kota/Bupati serta
aparat di daerah- daerah ini, menurut Vishnu sendiri sebagai Akademisi
Universitas Indonesia (KPK, 2019), mengidentifikasi pola korupsi dari putusan
inkracht, ialah (1) pola korupsi berkaitan dengan perizinan; (2) pola korupsi
berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) —legislasi,
anggaran, pengawasan kebijakan-; (3) pola korupsi berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa pemerintah; (4) pola korupsi berkaitan dengan
promosi, mutasi, dan suap jabatan.

Tak jarang, perilaku korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota/Bupati dan
Gubernur di daerah- daerah juga diikuti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang berada didaerah-daerah. Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN)
(Kompas, 2018), terdapat total 2.259 narapidana korupsi yang masih menjadi
ASN dari setiap provinsi di seluruh Indonesia. Di Pemerintaham Pusat sendiri
terdapat total 98 narapidana korupsi yang masih menjadi ASN.

Letak permasalahan terjadi nya korupsi pada ASN ialah, menurut
Syahputra, Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah (Tirto,
2017), terjadinya pola rekruitmen promosi, rotasi, dan mutasi yang salah.

Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah, salah satu
pintu masuk nya ialah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari Artikel ini, coba
mengidentifikasi dan membedah lebih dalam terkait Pola Korupsi di daerah-
daerah dan pintu masuknya melalui Pilkada, serta peran masyarakat di
dalamnya dalam menjaga daerahnya masing-masing. Hal tersebut ditunjukan
untuk mencegah terjadinya desentralisasi korupsi.
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Desentralisasi sendiri diartikan menurut Syamsuddin dalam Buku
Desentralisasi dan Otonomi (Adi, 2020), merupakan penyerahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurusi rumah tangga sendiri
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka kenegaraan.

A. POLA KORUPSI DI DAERAH

Jika melihat pola korupsi yang terjadi di daerah di antaranya terdapat 4
pola; fungsi DPRD; perizinan; pengadaan barang dan jasa; promosi jabatan.
Menurut analisis Tomy Legowo (Muhtar dan Fathur, 2013), menurutnya ada 3
penyebab terjadinya desentralisasi korupsi pada era otonomi daerah.

Pertama, program otonomi daerah hanya terfokus pada pelimpahan
wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan, dan administrasi dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tanpa disertai dengan pembagian
kekuasaan kepada rakyat. Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu
mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Ketiga,
legislatif gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol, malah
sebaliknya.

Dari hal tersebut, Penulis mengidentifikasi yang dapat di kelompokan
menjadi 3 jenis; (1) Korupsi Birokrasi —berkaitan dengan ASN, Perizinan,
pengadaan barang dan jasa—; (2) Korupsi Berjamaah —Kepala daerah dan
DRPD—; (3) Keterlibatan Pengusaha —pengadaan barang dan jasa, perizinan—.

Birokrasi sendiri menurut Mohtar Mas’oed (Muhtar dan Fathur, 2013),
mengatakan bahwa birokrasi selaku aparat pemerintah juga menjadi inisiator
pembangunan perencanaan pembangunan, dan mencari dana. Selain itu
birokrasi juga merupakan sumber kekuasaan yang memonopoli informasi,
keahlian teknis, dan memiliki status yang lebih tinggi jika berhadapan dengan
masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan rawan terjadinya Korupsi Birokrasi. Menurut
Farida Patinggi dan Fajlurahman (2016), Korupsi Birokrasi merupakan korupsi
yang diakibatkan oleh kinerja birokrasi yang buruk, tata kelola birokrasi yang
kurang memadai dan kejahatan birokrasi yang terstruktur.

Mohtar Mas’oed dalam Politik, Birokrasi, dan Pembangunan (2003).
Mengatakan terdapat dua faktor yang berperan terjadinya korupsi birokrasi.
Pertama, posisi dominasi birokrasi pemerintahan daerah sebagai sumber
utama barang, jasa, dan lapangan kerja sekaligus pengatur kegiatan lapangan
ekonomi. Kedua, dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lainnya dalam
masyarakat.

Menurut Eko Prasojo (Farida, 2016), sumber penyakit birokrasi pada
dasaranya dapat diidentifikasi dari dua lokus: internal dan eksternal. Faktor
internal, Pertama, ialah sumber kelemahan berasal dari kegagala sistem yang
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ada di birokrasi tersebut. Kedua, ialah bersumber dari faktor masuknya sumber
daya manusia yang tidak transparan, objektif, dan profesional. Ketiga, proses
bisnis dalam pelayanan yang memungkinkan birokrat secara individu atau
bersama dapat mengambil uang negara dalam jabatan dan wewenangnya.

Faktor eksternal, Pertama, disebabkan oleh relasi antaraberbagai sistem
yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Kedua, ialah budaya
masyarakat yang sangat permisif, menjadikan suap sebuah hal yang biasa.

Selain korupsi Birokrasi, terdapat korupsi Berjamaah. Keterlibatan antara
kekuasaan di daerah-daerah, biasanya terjadi antara kepala daerah dan DPRD,
serta tangan tidak terlihat di balik anggaran (baca: pengusaha kotor).

Menurut Pratikno (Muhtar, 2013), keterlibatan banyak aktor dalam
korupsi disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, Korupsi tidak lagi
dilakukan oleh individu yang ingin memperoleh uan